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METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM
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ABSTRAK
Nurul Jauharoh
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Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Outsourcing saat ini menjadi keputusan strategis yang penting untuk
mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan yang diperlukan dalam bersaing
di lingkungan bisnis. Dalam perjanjian ini memunculkan adanya mafsadah dan
maslahah. Oleh karena itu, perlu mengkaji permasalahan mengenai outsourcing
yang ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan
informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan, seperti buku dan jurnal.
Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis
dan content analysis atau analisis isi untuk merumuskan kesimpulan. Sumber data
primer yang digunakan yaitu ushul figh, kaidah figh dan Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Perjanjian kerja
outsourcing, yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis untuk mengatur
hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan
penyedia jasa pekerja, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan yang diserahkan
oleh perusahaan pemberi pekerjaan untuk melakukan sebagian pekerjaan yang
diserahkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Perjanjian outsourcing diatur
dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI.

Kedua, outsourcing perspektif akad 7jarah dalam perjanjian outsourcing
antara pekerja dan perusahaan outsourcing, semua rukun zjarah terpenuhi. Akan
tetapi Syarat ijarah, terdapat perjanjian outsourcing yang tidak terpenuhi
seluruhnya maka akadnya tidak sah. Sedangkan outsourcing perspektif sadd az-
zari’ah. Kalau perjanjian outsourcing menimbulkan hal yang positif maka
maslahah. Ukuran masl/ahah dari perspektif hukum Islam dan ketentuan peraturan
Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja outsourcing.
Apabila memenuhi unsur Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tersebut,
maka boleh tapi kalau tidak memenuhi unsur maslahah, artinya menimbulkan
mafsadat dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang
Ketenagakerjaan mengenai outsourcing maka menjadi haram. Dan apabila dalam
perjanjian outsourcing hanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak
maka status hukum perjanjian yaitu haram. Akan tetapi jika dalam perjanjian
tersebut, pekerja dan perusahaan outsourcing mendapatkan kerugian maka status
hukum dari perjanjian tersebut yaitu mubah.

Kata Kunci: Istinbat Hukum, Outsourcing, Jjarah, dan Sadd az-Zari’ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

‘ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba’ b be
< ta’ t te
< sa S es (dengan titik di atas)
dl Jim j je

d h h ha (dengan titik di bawah)
'd kha’ kh ka dan ha

> dal d de

> zal z ze (dengan titik di atas)
D) ra’ r er
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J zai z zet

J sin S es

o syin sy es dan ye
o° sad S es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
L ta' t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
C ‘ain ¢ koma terbalik di atas

i gain g ge

< fa’ f ef

S qaf q qi

. kaf k ka

J lam 1 ‘el

¢ mim m ‘em

o nun n ‘en




J waw w w
» ha’ h ha
$ hamzah ! apostrof
& ya' y' ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
. ditulis muqaddimah
Jeost ditulis y atawassala
C. Ta’ Marbutah Diakhir Kata
1. Biladimatikan tulis h
imlan ditulis maslahah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h

ol 8yl ditulis ijarah al-‘ain

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau

dammah ditulis dengan t

L ditulis sigat al-‘aqd




D. Vokal Pendek

e fathah ditulis a
— Kasrah ditulis i
=N dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ditulis a
o)) ditulis ijarah
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
= ditulis tansa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis i
Aoy ditulis wasilah
4. | Dammah + wawu mati ditulis u
O grommdy ditulis Y agsimun
F. Vokal Rangkap
1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
S ditulis kaifa
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
wsdg) ditulis Jausyi’ta

Xi




G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof
oL| ditulis a’bah
4l ditulis u’'mmuh
v—’ﬁuy ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

OTJ'Z'S\ ditulis al-Qur’an
Ll ditulis al-Maftasid

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan I (el) nya.

b

ditulis

ar-Rajul

ot

ditulis

asy-Syams

Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

V_ﬂ —lde

ditulis

‘azabun ‘alim

8 gt

ditulis

Y ajifta ‘raquh
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh ketekunan dan keuletan
bangsa itu dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Dan disamping itu juga
banyak faktor-faktor lain yang menunjang kemajuan bangsa, baik dari dalam
maupun dari luar yang turut menentukan dan mempengaruhi maju atau
tidaknya suatu bangsa.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah adanya perkembangan dan
kemajuan teknologi di sub ekonomi yaitu bidang industri. Faktor kemajuan
yang berada dibidang industri inilah yang sampai sekarang menjadi salah satu
ciri yang membedakan maju atau tidaknya suatu negara dibandingkan dengan
negara-negara lain.*

Kemajuan teknologi di bidang industri dalam proses perkembangannya
memunculkan perusahaan-perusahaan maupun pabrik-pabrik di pelosok dunia.
Dari perkembangan tersebut, dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif
maupun negatif di berbagai bidang. Akibat dari perkembangan dan kemajuan
dari teknologi industri, secara langsung maupun tidak langsung akan menimpa

kehidupan manusia. Sebagai hasil karya, usaha, dan kemampuan manusia,

! Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cet. ke-3
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), him. 155.



dalam bidang teknologi industri secara langsung melibatkan manusia kepada
problema yang timbul sebagai akibat kemajuan tersebut.?

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, dapat mencerminkan dua hal.
Pertama, menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar seperti
kebutuhan pangan, sandang, dan kesempatan kerja. Kedua, mencerminkan
potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber alam dalam
menghasilkan sesuatu dan memberikan jasa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penyebab kelebihan tenaga kerja ialah tingginya jumlah
penduduk. Dari hal tersebut, menimbulkan masalah ketenagakerjaan antara
lain mengenai perluasan lapangan kerja. Salah satu pihak, sumber daya
manusia (SDM) merupakan modal utama untuk proses pembangunan, tetapi di
lain pihak SDM dapat menimbulkan masalah-masalah yang rumit.’

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan™.
Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas bersama untuk mengusahakan
agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan
yang sesuai dengan apa yang diinginkannya dan setiap orang yang bekerja
dapat mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup layak untuk si tenaga
kerja dan keluarganya.*

Islam menekankan bahwa bekerja merupakan kewajiban sosial

(insaniyyah) namun juga kewajiban syar’i (u/uhiyyah). Karena itu setiap

2 Sendjun H. Manulang, Pokok, him. 155.
¥ Sendjun H. Manulang, Pokok, him. v.
* Sendjun H. Manulang, Pokok, him. 19.



pelaku bisnis berarti ia harus melaksanakan dua kewajibannya secara
sekaligus. Dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam
memberi keleluasaan untuk umatnya dalam memilih profesi sesuai pilihan,
minat, dan kemampuannya. Antara lain adalah melalui dunia bisnis dengan
membuka berbagai ragam jenis usaha.’

Islam memberi ruang kepada umatnya dengan prinsip “boleh
melakukan bisnis apa saja, kecuali apabila ada ketentuan hukum yang
melarangnya”. Di sisi lain, Islam juga mengingatkan bahwa dalam
membangun perusahaan sebagian dari keuntungan yang diperoleh harus
dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat
yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan dalam ridha Allah SWT.

Untuk mencapai kesejahteraan, Islam mensyaratkan dalam melakukan
bisnis para pelaku bisnis tidak memberikan mudarat (bahaya) kepada orang
lain. Dan sebaliknya, mereka juga tidak boleh ditimpa mudarat dari orang lain.
Dengan demikian, dalam melakukan bisnis hendaknya antar pihak yang
terlibat perlu saling melindungi di atas prinsip persamaan dan toleransi
(tasamuf). Dan harus mengedepankan keadilan (‘adalah), dan saling tolong-
menolong (za awun) antara yang satu dengan yang lainnnya.®

Manusia merupakan aset utama dalam kegiatan ekonomi karena
keberadaan manusia perekonomian berkembang pesat. Dengan akal manusia
yang tidak terbatas maka membuat hasrat dan cita-citanya luar biasa dalam

usaha dan upaya memberdayakan kekayaan alam ini. Dan manusia juga

® Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan
Nasional Syariah, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009), him. 137.
® Muhammad Djakfar, Hukum, him. 138.



merupakan sumber jasa yang kemudian tenaganya dijadikan alat ekonomi
sehingga lahirlah hukum ketenagakerjaan diantaranya berkaitan langsung
dengan kontrak kerja. Dalam kaitannya dengan perjanjian kerja atau kontrak
kerja, dikenal dua pihak yang terlibat yaitu pihak pekerja yang disebut buruh
atau karyawan dan pihak majikan yaitu pihak yang memperkerjakan buruh.’

Buruh dan majikan hanya terikat oleh perjanjian atau kontrak kerja.
Dengan demikian, para pekerja sebelumnya sudah sepakat dengan segala
akibat-akibat hukum yang harus diterima, apabila masa kontrak telah berakhir.
Sedangkan dari pihak majikan akan mempertimbangkan perpanjangan kontrak
kerja apabila permintaan produksi mengalami peningkatan atau perusahaan
memperoleh keuntungan yang besar. Dan sebaliknya jika perusahaan
mengalami kerugian, maka hubungan kerja di antara kedua belah pihak akan
lebih mudah untuk diselesaikan.

Dalam kontrak kerja dengan sistem alih daya (outsourcing) ini, bukan
merupakan hubungan langsung antara buruh dan perusahaan, melainkan
hubungan perusahaan yang menyediakan jasa untuk perusahaan lain. Oleh
karena itu sistem ini dapat disebut dengan kontrak kerja alih daya. Anjaz
Hilman menjelaskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dibahas
mengenai ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi
karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.?

Seringkali dijumpai adagium dalam berbagai tulisan tentang

perburuhan yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung

" Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,
cet. ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), him. 197.
& Wawan Muhwan Hariri, Hukum, him. 198.



perusahaan”. Adagium ini nampak biasa saja, seperti tidak mempunyai makna.
Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Para pekerja
dikatakan sebagai tulang punggung, karena pekerja mempunyai peranan yang
penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan bisa jalan dan
berpartisipasi dalam pembangunan.’

Di dalam perjanjian kerja dapat menciptakan hubungan kerja. Maksud
dari hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang
terlibat dengan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan
perintah. Oleh karena itu, dalam suatu hubungan kerja terdapat beberapa hal,
yaitu hak pengusaha (pengusaha memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja),
kewajiban pengusaha (bayar upah), dan objek perjanjian (pekerjaan).*

Sedangkan substansi dari perjanjian kerja yang dibuat, tidak boleh
bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) yang telah ada, demikian juga halnya dengan peraturan perusahaan,
jadi substansinya tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja maupun
dengan KKB."

Pada dasarnya, tidak semua jenis pekerjaan dapat menggunakan sistem
outsourcing. Sistem ini hanya dapat dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu

saja, seperti kontrak kerja ini digunakan pula oleh perusahaan BUMN, seperti

® Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, cet. ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002), him. 75.

1 Much Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak
(Outsourcing), cet. ke-1 (Jakarta: Visimedia, 2009), him. 2.

' Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2003), him. 39.



PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagainya meskipun tidak seluruhnya.'?
Dalam prakteknya outsourcing lebih menguntungkan perusahaannya
dibandingkan dengan pekerjaanya karena dalam hubungan kerja yang dalam
bentuk kontrak atau tidak tetap, kurangnya keamanan dalam bekerja,
jaminannya minim, dan rendahnya upah serta tidak ada jaminan
pengembangan karirnya.

Berbagai persoalan mengenai ketenagakerjaan yang kompleks pada
prinsipnya bermuara pada dua persoalan pokok. Pertama, masalah kurangnya
kesejahteraan hidup. Kedua, masalah kontrak kerja antara pekerja dan
pengusaha. Masalah pertama berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawab
negara dalam memenuhi kehidupan yang layak sebagai manusia. Sedangkan
masalah kedua berkaitan dengan hubungan antara pekerja dengan pengusaha
dan posisi pemerintah sebagai pengawas sekaligus penengah untuk
menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha dengan pola relasi
simbiosis mutualisme.*®

Dalam Islam, pola relasi antara pekerja dengan pengusaha telah
dicontohkan dengan perilaku Rasulullah yaitu memperlakukan pembantunya
dengan pendekatan humanis yang memposisikan pembantu layaknya keluarga
sendiri. Pada masalah lain krusial dalam hal ketenagakerjaan adalah masalah
upah yang merupakan hak buruh. Perselisihan antara pekerja dan pengusaha
seringkali disebabkan oleh upah. Oleh karena itu, upah harus jelas dan dibayar

secepat mungkin. Sedangkan besarnya upah harus disesuaikan dengan apa

2-3.

2 Wawan Muhwan Hariri, Hukum, him. 200.
3 Ridwan, Figh Perburuhan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), him.



yang pekerja usahakan dengan mempertimbangkan kepatutan sosial untuk
dapat hidup layak.'*

Dalam hukum ekonomi klasik berlaku semboyan “mencari keuntungan
sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya”. Dari semboyan ini
konsekuensi logisnya, lahirlah apa yang dikenal dengan semboyan homo
homini lopus artinya manusia yang satu menjadi serigala manusia lainnya.
Prakteknya dalam dunia bisnis manusia sebagai pelaku seringkali
menghalalkan segala macam cara. Tujuan akhir yang mendorong sikap ke-
aku-an (ananiyyah) ini hanya satu, yaitu meraih keuntungan yang sebanyak-
banyaknya untuk kekayaan pribadi. Apabila tujuan itu tercapai, subjek
pelakunya akan merasa puas, sekalipun kepuasan itu hanya sementara dan
semu belaka.™

Tidak demikian halnya dalam Islam. Seorang pengusaha menurut
Islam harus berkiblat kepada tuntutan syara’ yang bersumber pokok pada al-
Qur’an dan Hadis. Dari kedua sumber ini paling tidak seorang pengendali
perusahaan akan memperhatikan prinsip persamaan dan toleran (zasamuh),
keadilan (‘adalah), dan saling tolong-menolong (za’awun) yang saling
menguntungkan antar pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis .*°

Muhammad Nejatullah Siddigi sebagaimana di kutip oleh Muhammad
Djakfar, dalam bukunya The Economic Enterprise in Islam, memformulasikan
bahwa tujuan perusahaan sebagai tujuan aktivitas ekonomi, yang di mana

tujuan yang sempurna menurut Islam dapat diringkas sebagai berikut:

Y Ridwan, Figh, him. 5.
> Muhammad Djakfar, Hukum, him. 133.
1 Muhammad Djakfar, Hukum, him. 134.



1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana

2. Memenuhi kebutuhan keluarga

3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang

4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan

5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.*

Nampaknya dari tujuan aktivitas ekonomi yang telah dikemukakan
Nejatullah Siddiqi di atas mengintensikan kepada aspek kerohanian
(spiritualitas) dan menjadikan materi sebagai instrument kehidupan bukan
tujuan akhir.*®

Dalam khazanah figh klasik, konsep yang bersentuhan langsung
dengan masalah figh perburuhan adalah konsep hukum sewa-menyewa.
Konsep sewa-menyewa terbagi menjadi dua. Pertama, sewa-menyewa dalam
bentuk barang (ijarah al-‘ain) objeknya adalah manfaat dari benda. Kedua,
sewa-menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah
mengupah (ijarah al-‘amal).”

Dan Islam mempunyai konsep sadd az-zari’ah, yaitu rumusan aturan
hukum untuk perbuatan dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut akan
membawa mafsadah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut
harus ditutup dengan aturan hukum berupa haram atau makruh.?°

Para ulama Maliki sebagaimana dikutip oleh Dede Rosyada, membagi

sadd az-zari’ah menjadi tiga kategori, yaitu:

" Muhammad Djakfar, Hukum, him. 135.

'8 Muhammad Djakfar, Hukum, him. 136.

9 Ridwan, Figh, him. 3-4.

% Dede Rosyada, Ushul Figh (Departemen Agama RI: Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997), him. 435.



1. Perbuatan yang menimbulkan mafsadah namun ada kemungkinan
mafsadahnya lebih kecil. Oleh sebab itu perbuatan seperti ini, tidak harus
ditutup dengan sadd az-zari’ah. Karena perbuatan tersebut jarang
menimbulkan mafsadah, bahkan ada kemungkinan dapat menimbulkan
maslahah dan kemungkinan juga maslahahnya lebih besar daripada
mafsadahnya.

2. Perbuatan yang akan menimbulkan mafsadah dan kemungkinan
mafsadahnya lebih kuat daripada mas/ahahnya, harus ditutup dengan
haram. Karena perbuatan tersebut lebih banyak menimbulkan mafsadah
daripada masl/ahahnya.

3. Perbuatan yang pasti akan menimbulkan mafsadah dan tidak ada
kemungkinan timbulnya masl/ahah dari perbuatan tersebut maka peluang
perbuatan tersebut harus ditutup dengan hukum haram. Karena tidak ada
kemaslahatannya sama sekali.?*

Dalam bidang ketenagakerjaan, salah satu bentuk perlindungan yang
diberikan kepada rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak
diatur melalui UU Ketenagakerjaan pada Tahun 2003 yang hampir secara
komprehensif mengatur mengenai berbagai bidang ketenagakerjaan. Namun
niat baik untuk memberikan perlindungan kepada pekerja seolah tiada artinya

karena dapat dimungkinkan sistem outsourcing untuk bekerja pada perusahaan

2! Dede Rosyada, Ushul, him. 436.
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pengguna, dalam kenyataannya menimbulkan berbagai permasalahan dalam

pelaksanaannya.?

Dalam prakteknya tenaga kerja outsourcing memunculkan mafsadah
dan maslahah. Oleh karena itu perlu mengkaji permasalahan mengenai
outsourcing ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Dengan berdasarkan uraian
latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Metode
Istinbat Hukum Islam tentang Qutsourcing”.

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman atas judul dari penelitian ini dan juga
untuk mempermudah pembaca dalam memahami konsteksnya maka
diperlukan penegasan, sebagai berikut:

1. Metode istinbat hukum adalah bagaimana cara memperoleh hukum dari
dalil-dalil al-Qur’an atau Sunnah dan dapat pula dilakukan dengan
memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang
menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum,
maupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.?

2. Outsourcing adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau
wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa
outsourcing baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit dalam

perusahaan.?*

%2 K hairani, “Analisis Permasalahan Outsourcing (Alih Daya) dari Perspektif Hukum dan
Penerapannya” (Jurnal llmu Hukum, no. 56, April 2012), him. 55.
3 Rahmawati, “Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi
ash- Shlddleqy)” Disertasi (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2014), him. 19-20.
% | Nyoman Putu Budiartha, Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk
Perlindungan dan Kepastian Hukum (Malang: Setara Press, 2016), him. 71.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok
masalah yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana konsep dan praktek perjanjian kerja outsourcing?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Islam tentang outsourcing?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan
di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:
1. Untuk dapat mendiskripsikan mengenai konsep dan praktik perjanjian
kerja outsourcing
2. Untuk mengetahui status hukum dari outsourcing
E. Manfaat Penelitian
Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan
manfaat bagi pihak-pihak di antaranya, sebagai berikut:
1. Manfaat bagi penulis
Dari hasil penelitian ini  memberi pengetahuan mengenai
outsourcing sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan
yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.
2. Manfaat bagi praktisi
Penelitian ini untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan,
khususnya mengenai outsourcing Yyang banyak diterapkan oleh
perusahaan. Kajian ini sebagai bekal untuk tenaga kerja yang bekerja

menggunakan sistem outsourcing.
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3. Manfaat secara akademik
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara
ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi akademik jurusan
Hukum Ekonomi Syari’ah sebagai sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam
menghadapi tantangan ilmu pengetahuan.
F. Tinjauan Pustaka
Hasil dari telaah kajian pustaka penulis terhadap hasil penelitian
sebelumnya tidak dijumpai judul penelitian dari mahasiswa IAIN Purwokerto
yang sama tapi terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema
penulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aries Munandar di IAIN Purwokerto pada tahun
2007 yang berjudul “Hak-Hak Buruh (Studi Analisis Hukum Islam
terhadap Pasal 79, 86, 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan)”.*> Dalam skripsi ini Aries Munandar menggunakan
model penelitian pustaka (library) dengan menspesifikasikan penelitian
kearah penerapan hak-hak buruh dalam Undang-Undang dengan
menggunakan analisis hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut hak-
hak buruh sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan (UUK) Pasal 79, 86 dan 88 setelah dianalisis menurut
hukum Islam Pasal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun

pada Pasal 88 terdapat perbedaan, pada UUK upah ditentukan berdasarkan

% Aries Munandar, “Hak-Hak Buruh (Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 79, 86,
88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syari’ah
STAIN Purwokerto, 2007).
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upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah tetapi menurut Islam
upah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak.
Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan
skripsi ini yaitu terletak pada tenaga kerja terhadap alih daya (outsourcing)
dan metode analisis menggunakan istinbat hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Vidi Alamsyah di IAIN Purwokerto pada
tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah
Tenaga Kerja pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon
Kabupaten Purbalingga”?® Dalam skripsi ini menggunakan model
penelitian lapangan (field research) dengan obyek PT Royal Korindah
yang ada di Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga dengan
menggunakan model pendekatan deskriptif yang membahas mengenai
sistem upah yang melebihi ambang batas upah minimum perbulan yang
diterapkan oleh pemerintah kabupaten Purbalingga. Upah yang diberikan
dari perusahaan menggunakan kebijakan Undang-Undang
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88. Serta sistem upah
perusahaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berbeda
dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu diseputar tenaga kerja
terkhusus pada bidang alih daya (outsourcing) dan menggunakan model
penelitian pustaka (library) serta metode analisis menggunakan istinbat

hukum Islam.

% Fahmi Vidi Alamsyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja
pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”, Skripsi
(Purwokerto: Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2015).
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Skripsi yang ditulis oleh Tiwi Oktafiani di IAIN Purwokerto pada tahun
2017 dengan judul skripsi “Sistem Pengupahan Menurut UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”.*’ Dalam
penelitian ini menggunakan model penelitian pustaka (library). Kemudian
dalam pembahasannya lebih difokuskan mengenai konsep pemberian upah
menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang mempunyai persamaan yaitu memulai dengan suatu
perjanjian kerja dan perbedaan adalah dalam Islam tidak adanya
penjelasan secara rinci dan sebaliknya dalam UU dijelaskan lebih rinci isi
dari masing-masing pokok masalah beserta dengan aturannya. Sedangkan
perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan pembahasan
skripsi ini yaitu membahas mengenai tenaga kerja alih daya (outsourcing)
dengan menggunakan metode penggalian menggunakan istinbat hukum

Islam.

G. Metode Penelitian

Di sini peneliti menentukan metode yang akan diterapkan, tipe kajian

yang dilakukan dan bagaimana pengumpulan data yang dilakukan serta

analisis yang dipergunakan, sehingga dalam penelitian ini digunakan metode,

sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian
Penelitian ini memusatkan pada kajian penelitian kepustakaan

(library research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan

" Tiwi Oktafiani, “Sistem Pengupahan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto,

2017).
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untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang

diteliti oleh peneliti.

. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah
sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan
ilmiah tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan. Sehingga
dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud, yaitu ushul
figh, kaidah figh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung
memberikan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
Bahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku,
jurnal, website, atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini metode pengumpulan data yang diteliti
menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk melacak
data-data penelitian yang bersifat kepustakaan berupa dokumen tertulis
dalam buku, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, jurnal, dan

literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
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4. Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang lebih mudah. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis
data, sebagai berikut:

a. Deskriptif analitis adalah teknik analisis yang dipakai untuk
menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-
data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat
generalisasi dari hasil penelitian.?®

b. Content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan
mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam
media massa.?®

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis, peneliti
mengambil langkah-langkah, sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini merinci
berbagai sub bab, yaitu konteksnya seputar latar belakang masalah penelitian,
penegasan operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan
agar penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Bab kedua peneliti membahas tentang metode istinbat hukum Islam.

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan memberikan gambaran tentang judul

2 Abdu Sulaiman, “Macam-Macam Teknik Analisis Data”
http://abdusulaiman.blogspot.com/2015/12/macam-macam-teknik-analisis-data.html?m=1,
diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 09.00.

% Abdu Sulaiman, “Macam-Macam”, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 09.00.


http://abdusulaiman.blogspot.com/2015/12/macam-macam-teknik-analisis-data.html?m=1
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penelitian. Peneliti pada bab ini mengemukakan penjelasan terkait dengan
pengertian istinbat, metode istinbat hukum dari sisi sadd az-zari’ah yang
menerangkan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun, kedudukan dan jenis-
jenis dari zari’ah, dan metode penentuan Zari ah.

Bab ketiga berisi mengenai tenaga kerja (ijarah) dalam Islam dan
tenaga kerja outsourcing. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan dan
menjabarkan tentang judul penelitian. Pertama, tenaga kerja (ijarah) dalam
Islam yang menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat,
macam-macam, batal dan berakhirnya, hak dan kewajiban para pihak dari
ijarah. Kedua, tenaga kerja outsourcing yang menjelaskan mengenai
pengertian, pengaturan, tujuan, jenis pekerjaan dan risikonya.

Bab keempat berisi pembahasan yang penting. Dalam bab ini peneliti
akan menjawab dari rumusan masalah dan membahasnya secara mendalam
dengan menggunakan data yang sudah diperoleh. Peneliti membahas
mengenai perjanjian kerja outsourcing dan analisis metode istinbat hukum
Islam tentang outsourcing.

Dan pada bab kelima yaitu bab penutup, peneliti mengemukakan
kesimpulan dari penelitian yang berjudul metode istinbat hukum Islam
tentang outsourcing. Dan terdapat saran-saran dari peneliti untuk para pihak
yang terkait dengan penelitian.

Pada bagian akhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi

referensi dari penelitian yang diteliti.
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METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM

A. TENAGA KERJA (IJARAH) DALAM ISLAM
1. Pengertian Jjarah
Sewa (ijarah) berasal dari kata al-ajru artinya ganti, upah atau
menjual manfaat. Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip Ismail Nawawi,
mengatakan bahwa transaksi sewa identik dengan jual beli, tetapi dalam
sewa kepemilikan dibatasi dengan waktu.®
Secara syar’i, ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah lagi
diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu
dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam
tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah
tertentu.>
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat
dalam mendefinisikan 7jarah, antara lain:
a. Menurut Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, ijarah
adalah akad yang digunakan untuk membolehkan kepemilikan atas

manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa

dengan imbalan.*?

% |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian,
Ekonomi, Bisnis dan Sosial, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), him. 185.

! Tim Ulama Fikih, Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap
Berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah, cet. ke-4 (Jakarta: Darul Hag, 2017), him. 387.

%2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),
him. 114.
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b. Menurut Malikiyah dan Hanbali, 7jarah yaitu:

v

T Rashas ds 1 Ls o b wilie SLLE L2
ljarah : suatu pemberian hak kepemilikan manfaat yang mubah
dalam masa tertentu disertai imbalan.**

c. Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, ijarah
adalah jenis akad untuk mengambil kemanfaatan dengan jalan
penggantian.

d. Menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi,
mendefinisikan upah yaitu mengambil manfaat dari tenaga orang lain
dengan jalan memberi ganti dengan berdasarkan syarat-syarat
tertentu.®®

e. Menurut ulama Syafi’iyah

Dpher (2gm iy S AL s Baglan B350k Bakie e ie

Akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang

tertentu, _mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan
pengganti tertentu.

Kata “manfaat” artinya mengeluarkan akad atas barang.

Kemudian barang itu berlaku saat akad jual beli dan hibah. Kata

“maksud” artinya mengeluarkan manfaat. Kata “yang tertentu” artinya

mengeluarkan akad mudarabah dan ji’alah untuk pekerjaan yang tidak

jelas. Kata “didermakan” artinya mengeluarkan manfaat kemaluan

% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Zs/am7 wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),
IV: 732.

% Hafizh Furqan, “Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga dalam Perspektif Akad Zjarah bi
al-Manfa’ah (Studi Kasus di UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota
Banda Aceh)”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-
Raniry Darussalam, 2018), him. 17.

% Hendi Suhendi, Figh, him. 115.

% Wahbah az-Zuhaili, al-Figh, I1V: 732.
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perempuan. Dan kata “dengan pengganti tertentu” artinya
mengeluarkan akad hibah, syirkah, wasiat dan 7’arah.®’

f. Menurut al-Jazairi sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, sewa
(ijarah) merupakan akad terhadap pemanfaataan untuk masa waktu
tertentu dan dengan harga tertentu.®

Ulama empat madzhab, memberikan makna secara garis besar
mengenai akad jjarah yaitu akad yang didasarkan pada nilai manfaat.

Sedangkan nilai kemanfaatannya sebagai objek 7jarah yaitu sesuatu yang

abstrak. Dengan demikian, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama

mengenai legalitas dari akad 7jarah. Sedangkan dari mayoritas jumhur
ulama, menyatakan bahwa akad 7jarah adalah sah. Tetapi sebagian ulama,
berpendapat bahwa akad jjarah ini tidak sah untuk dilakukan karena
mengandung unsur gharar dan akad ini bersifat abstrak.*®

Menurut fatwa DSN-MUI, “jjarah adalah akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri”.*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, “ijarah adalah sewa
barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.** Sedangkan

menurut Undang-Undang, “Jjarah adalah akad penyediaan dana dalam

*\Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1 (Jakarta:
Gema Insani, 2011), V: 387.

% |smail Nawawi, Fikih, him. 185.

¥ Ridwan, Figih, him. 45.

0 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
ljarah.

! pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Akad.
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rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri”.*

Mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin
Djuwaini, berpendapat bahwa hak atas sewa tidak muncul karena adanya
kontrak, melainkan dari pemenuhan syarat-syarat dalam kontrak atau
dengan penyediaan objek dari perjanjian.*®

Menurut pandangan jumhur ulama, bahwa akad ijarah untuk
barang dan jasa disamakan hukumnya. Oleh karena itu, apabila akad ijarah
terhadap barang dibolenkan maka akad untuk jasa juga diperbolehkan.
Dan Imam Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Ridwan, nilai kemanfaatan
dari jasa sama dengan kemanfaatan terhadap benda. Saat benda menjadi
objek transaksi bisnis, maka manfaat juga bisa. Serta persoalan mengenai
kebutuhan atas jasa dan bantuan antar individu merupakan tabiat dari
manusia yang saling membutuhkan dan mempunyai sifat saling
bergantung antar manusia.*

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jjarah merupakan
suatu akad atau perjanjian yang berkaitan dengan adanya pemakaian,

pemanfaatan terhadap manfaat suatu benda tertentu atau pengambilan jasa

“2 pasal 19 huruf f UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

** Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), him. 159.

* Ridwan, Figih, him. 45-46.



22

dari manusia dalam waktu tertentu yang telah disepakati disertai dengan
adanya imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.*®
2. Dasar Hukum Zjarah
ljarah dalam hukum Islam diperbolehkan dengan berdasarkan
dalil-dalil dalam al-Qur’an, hadis, ijma’ dan kaidah figh, sebagai berikut:

a. Al-Qur’an, surah az-Zukhruf (43): 32:

0%, o088 L2 W 0 A% o0 & o 8o, (7o & SEPECD a2 A 2 a;’s

wjj@ﬂ\ex;\éwww:&dg@)d%ﬁ\
¢ |

o 14 A 2. B o s (Fio. osA o G BF e oo “uoi o 8- o,

P4

Oz &

Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka

dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*®

Lafaz sukhriyyan yang terdapat dalam ayat di atas bermakna

saling mempergunakan. Menurut Ibnu Katsir sebagaimana dikutip oleh

Dimyauddin Djuwaini, lafaz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa

saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang
lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain”.

Maksud dari hal tersebut adalah adakalanya manusia

membutuhkan sesuatu yang kepemilikannya berada di orang lain. Oleh

karena itu, orang tersebut akan menggunakan sesuatu yang ia miliki

untuk dijadikan sebagai imbalan, dengan cara melakukan transaksi,

*® Ridwan, Figih, him. 45
“® Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: asy-
Syifa’, 2000), hlm. 1097.
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salah satu transaksi itu dengan menggunakan akad sewa menyewa.
Berdasarkan penafsiran ini, maka lafaz ‘“sukhriyyan yang terdapat
dalam ayat ini dapat digunakan sebagai istidlal atas keabsahan praktik
ijarah, kontrak ijarah sah dan dibenarkan oleh syari’ah”.
b. Hadis
ookl ales o dae o oy Wl adeddl W) sl Bas
JB1JB e o B de e anl el r 4 oA e s
£y . e e . : ‘
Ve g O 5 ol o tslael g ade 1 o 1 e
Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-
Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin
Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada
kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari
Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.
Hadis ini menerangkan mengenai etika dalam melakukan akad
ijarah, yaitu memberikan bayaran upah secara secepat mungkin. Dan
relevansinya dengan praktik kontrak ijarah pada saat sekarang yaitu
keharusan melakukan pembayaran uang sewa yang telah sesuai dengan
perjanjian dengan batas waktu yang telah ditentukan, sebaiknya tidak
menunda-nunda dalam pemberian upah, harus sesuai dengan jadwal
atau tanggal waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.*®
Cc. Ijma’

Landasan ijma’nya adalah tidak ada seorang ulama yang

membantah atas kesepakatan mengenai akad ini, sekalipun ada

" Abi ‘Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah (Riyadh: Maktabah Ma’arif Lin Natsri
Wat Taurikhi, t.t), him. 417.
*® Dimyauddin Djuwaini, Pengantar, him.156-157.
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beberapa orang yang berbeda pendapat, akan tetapi hal tersebut tidak
dianggap.®
d. Kaidah figh
GiF o s 3l oY dey) sl o A4

1) Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya

sliadd s B i aGdi g
2) Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan
atas mendatangkan kemaslahatan.

Maksud kaidah ini yaitu dalam melakukan muamalah pada
dasarnya boleh seperti dalam akad 7jarah. akan tetapi diharamkan
secara tegas muamalah yang mengakibatkan mafsadat. *°

3. Rukun dan Syarat Jjarah
Menurut jumhur ulama rukun dari akad ijarah mempunyai empat,
yaitu:
a. Sigat al-‘aqd (ijab dan gabul)

Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus
menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi akad ijarah.
Apabila salah satu pihak antara keduanya melakukan akad dengan cara
terpaksa maka transaksi ini tidak sah.”* Sebagaimana firman Allah

SWT dalam surah an-Nisa (4): 29:

* Hendi Suhendi, Figh, hlm. 117.

* Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
ljarah.

! Abu Azam al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, cet. ke-1 (Depok: Rajawali Pers,
2017), him. 81.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.®?

Sigat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua belah pihak
yang berakad dan menunjukkan keinginan batin dari kedua belah pihak
untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan dalam
batin, yang dapat diketahui melalui lafaz, perkataan, atau mengganti
dengan posisi seperti perbuatan, isyarat atau tulisan.”®

b. Al-‘aqid (kedua orang yang bertransaksi)

Kedua orang yang melakukan transaksi, menurut ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Abu Azam al-
Hadi, disyaratkan telah baligh dan berakal. Sedangkan orang yang
belum baligh dan tidak berakal, transaksinya tidak sah seperti anak
kecil dan orang gila. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah sebagaimana
dikutip oleh Abu Azam al-Hadi, bahwa kedua orang yang bertransaksi
itu tidak harus berusia baligh, akan tetapi anak yang sudah mumayyiz

dibolehkan untuk bertransaksi ijarah dengan syaratnya, yaitu adanya

persetujuan dari walinya.>*

%2 Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran, him. 176.

%% Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1 (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 1V: 430-431.

> Abu Azam al-Hadi, Fikih, him. 81.
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c. Al-ujrah (upah)

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah
pihak, dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Upah
sewa merupakan imbalan yang harus ada dalam akad tukar-menukar,
sehingga imbalannya juga harus diketahui jumlah besarnya, layaknya
harga pada transaksi jual-beli tersebut.>

Segala hal yang boleh menjadi imbalan pada akad jual beli,
juga diperbolehkan dijadikan sebagai sewa/upah pada akad ijarah.
Sebab jjarah merupakan akad tukar menukar yang identik dengan akad
jual beli. Adapun cara untuk menghitung upah vyaitu dengan
mempertimbangkan waktu lamanya ia telah bekerja. Kedudukan akad
ijarah dalam pembayaran upahnya harus jelas, sebagaimana dalam
transaksi jual beli salam,”® dengan cara kontan atau tempo dan semua
itu tergantung pada perjanjiannya.

Dalam jjarah dipersyaratkan adanya kejelasan nilai manfaat
yang diperoleh. Penentuan nilai manfaat perlu diperhatikan mengenai
kesepakatan jenis dan ukuran pekerjaan serta waktu melakukan
pekerjaan. Di samping itu juga, dipersyaratkan adanya penyebutan
jumlah upah yang akan diterima si pekerja karena esensinya dari akad

ijarah adalah pertukaran jasa dengan upah. Dan kewajiban pekerja dan

% Ibnu Qudamah, al-Mugni, VI11: 387.

% Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau
memberi uang dimuka secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang
ditentukan. Lihat Abu Azam al-Hadi, Fikih, him. 213.
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pengusaha untuk mengetahui pengetahuam mengenai hak dan
kewajibannya yang bisa diterapkan dalam bentuk perjanjian kerja.>’
d. Al- manafi‘ (manfaat sewa)
Barang yang disewakan dalam upah-mengupah, harus
memenuhi beberapa persyaratan barang, yaitu:
1) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan
upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
2) Hendaknya benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut
dengan kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
3) Manfaat dari benda yang disewa yaitu perkara yang mubah
menurut syara’ bukan hal yang dilarang
4) Dan benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya sampai
waktu yang ditentukan para pihak menurut perjanjian dalam akad
tersebut.”®
Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang berkaitan dengan upah
atau sjarah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut
a. Syarat terjadinya akad
Ada tiga macam dari syarat ini, yaitu berkaitan dengan pelaku

akad, berkaitan dengan akad sendiri dan tempat akad. Seperti dalam

> Ridwan, Figih, him. 57.
%8 Hendi Suhendi, Figh, him. 118.
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jual beli, akad 7jarah apa yang dilakukan oleh orang gila atau anak
kecil yang tidak mumayyiz adala tidak sah akadnya.™
b. Syarat pelaksanaan akad

Dalam syarat ini barang yang menjadi objek jjarah harus
sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Apabila orang
tersebut tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan 7jarah
fudul. Maksudnya yaitu orang tersebut membelanjakan harta orang
lain tanpa izinnya, maka tidak sah karena tidak mempunyai hak
kepemilikan atau kekuasaan.

Ada syarat persetujuan ini dari pemilik dapat berlaku pada akad
ijarah yang tergantung, yaitu adanya wujud objek 7jarah. Jika seorang
fudul melakukan akad jjarah kemudian dapat persetujuan dari pemilik
maka perlu diperhatikan hal berikut:

1) Apabila persetujuan akad terjadi sebelum manfaat barang
digunakan maka akad 7jarah itu sah serta pemilik barang berhak
atas upahnya dikarenakan ada objek akadnya.

2) Dan sebaliknya, kalau persetujuan akad terjadi setelah manfaat
barang digunakan maka akad itu tidak sah. Kemudian upah itu
dikembalikan ke pelaku akad karena objek akad telah lenyap

sehingga objek tidak ada saat pelaksanaan akad ijarah.®®

> Wahbah az-Zuhaili, Figh, V: 389.
% Wahbah az-Zuhaili, Figh, V: 390.



29

c. Syarat sah 7jarah
Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan orang yang akad,
barang menjadi objek akad, upah, dan zat akad, yaitu:
1) Adanya ridha dari kedua pihak yang akad
2) Ma’qud ‘alaih bermanfaat dengan jelas
3) Ma’qud ‘alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara’
4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’
5) Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang
dibolehkan syara’
6) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
7) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.®*
d. Syarat upah
Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:
1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari akad 7jarah
3) Imbalan atau upah haruslah berupa harta yang mempunyai nilai
yang jelas. Imbalan atau upah adalah pembayaran atau harga atas
manfaat, sedangkan harga harus jelas kadarnya.®?
e. Syarat mengikat akad
1) Objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan

terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa

® Wahbah az-Zuhaili, Figh, V: 390-400.
®2 Wahbah az-Zuhaili, Figh, V: 400-404.
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2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad
ijarah®
Macam-Macam /ljarah
Akad jjarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama figh dibagi
menjadi dua macam, yaitu:
a. [ljarahyang bersifat manfaat
Pada 7jarah ini benda atau barang yang disewakan harus
memiliki manfaat. Seperti saat menyewa rumah, tanah pertanian,
kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan,
kendaraan, dan lain sebagainya.
b. Zjarah yang bersifat pekerjaan
Seseorang mempekerjakan untuk melakukan pekerjaan, dan
hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak
mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang kuli bangunan,
buruh pabrik, dan lain sebagainya. ljarah ini ada yang bersifat pribadi,
seperti menggaji guru mengaji al-Qur’an, pembantu rumah tangga.
Dan jjarah ada juga yang sifatnya kerjasama, yaitu seseorang atau
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang
banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, tukang jahit, dan lain
sebagainya.®*
Sedangkan si pekerja (ajir) terdapat dua macam pembagiannya,

yaitu:

® Wahbah az-Zuhaili, Figh, V: 404-406.
8 Abu Azam al-Hadi, Fikih, him. 84.
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a. Buruh musytarak

Pekerja musytarak (umum) vyaitu buruh yang pembayaran
upahnya setelah semua pekerjaannya selesai dan pekerjaan yang
dilakukan merupakan sektor publik yang diproduksi untuk kepentingan
orang banyak.®® Orang yang mengupahnya tidak dibolehkan
menghalanginya untuk bekerja dengan orang lain.®®

Buruh ini kalau melakukan kesalahan atas pekerjaannya maka
konsep pertanggungjawabannya kemungkinan ada tiga hal, yaitu:

1) Kalau Kkerusakan terjadi karena tindakan pelanggaran yang
dilakukannya sendiri maka pekerja wajib untuk menggantinya atau
menanggung risikonya

2) Kalau kerusakan akibat dari luar dirinya seperti kebakaran atau
kebanjiran maka tidak ada kewajiban untuk menanggungnya

3) Kalau kerusakan karena hal lain di luar dirinya seperti baju jahitan
dimakan tikus maka menurut Abi Yusuf dan Muhammad
sebagaimana dikutip oleh Ridwan, maka wajib menanggung risiko
sedangkan menurut Abu Hanifah tidak. Dalam pandangan Ahmad
ibn Hambal sebagaimana dikutip oleh Ridwan, tidak wajib
menanggung risiko seorang pekerja yang merusak barang jika tidak

ada unsur kelalaian kerja.®’

% Ridwan, Figih, him. 58.

% Sayyid Sabig, Figih Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, cet. ke-1 (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2008), IV: 119.

¢ Ridwan, Figih, him. 59.
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Buruh musytarak di sini, orang yang bekerja untuk lebih dari
satu orang, seperti tukang jahit dan tukang kayu. Buruh musytarak
mendapat upah atas apa yang ia kerjakan saja. Segala risiko yang
muncul akibat dari kelalaiannya dalam melakukan pekerjaannya
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pekerja, demikian pendapat Abu
Yusuf dan Muhammad dari mazhab Maliki sebagaimana dikutip oleh
Ridwan. Sedangkan Abu Hanifah dan Ibn Hazm sebagaimana dikutip
oleh Ridwan, buruh musytarak tidak wajib untuk mengganti barang
yang rusak apabila kerusakan itu bukan karena faktor human error
yang disengaja.®®

b. Buruh khas

Pekerja khas (khusus) adalah pekerja yang mendapatkan upah
dengan cara menyerahkan diri untuk dipekerjakan dalam waktu
tertentu dan bisa jadi dia tidak bekerja (sektor informal). Dalam hal
buruh khas, tidak ada risiko pekerjaan untuk menanggungnya. Kalau
terjadi sengketa antara penjahit dan pemilik pakaian maka pendapat
yang dipakai yaitu pemilik pakaian dan penjahit harus menanggung
risiko kesalahannya.

Selama masa kerja sesuai dengan waktu yang disepakati,
pekerja tidak boleh bekerja pada orang lain. Apabila pihak yang
menyewa membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhirnya

kontrak, maka ia berhak mendapatkan bayaran secara penuh kecuali

% Ridwan, Figih, him. 59.
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pembatalan tersebut karena alasan-alasan yang dibenarkan syara’.
Tetapi kalau pembatalan berdasarkan alasan-alasan syar’i maka ia
mendapat upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan.®®
Apabila ada uzur, seperti cacat dan ketidakmampuan, kemudian
pengupah membatalkan pengupahan, maka pekerja tidak mendapatkan
selain upah atas waktu yang di dalamnya dia bekerja. Pengupah tidak
wajib untuk membayar upah secara penuh. Pekerja tidak
bertanggungjawab atas apa yang rusak dari pekerjaannya kecuali
apabila bertindak lalai. Apabila dia bertindak lalai maka dia harus
bertanggungjawab. ™
5. Batal dan Berakhirnya Zjarah
Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu penyewaan
dibatalkan, yaitu:

a. Muncul cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika
sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama pada
barang tersebut

b. Rusaknya barang sewaan yang ditentukan

c. Rusaknya sesuatu yang diupahkan, seperti kain yang diupahkan untuk
dijahit karena apa yang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah
kerusakannya

d. Diambilnya manfaat yang diakadkan secara sempurna, diselesaikannya

pekerjaan, atau berakhirnya masa penyewaan, kecuali apabila ada uzur

% Ridwan, Figih, him. 59.
" sayyid Sabig, Figih, IV: 119.
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yang menghalangi berakhirnya penyewaan. Apabila masa penyewaan
tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka tanah tetap
berada di tangan penyewa dengan ketentuan untuk membayar sewa
tanah tersebut secara wajar sampai tanaman dapat dipanen, meskipun
tanpa sekehendak pemilik tanah, hal ini dilakukan guna
menghindarkan penyewa dari kerugian karena memanen tanaman
sebelum pada waktunya.”

Ulama figh berpendapat bahwa berakhirnya akad 7jarah memenuhi

beberapa persyaratan, sebagai berikut:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Seperti
tanah pertanian masa waktunya sudah habis maka semua barang
sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya dan
apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia harus segera dibayar
upahnya.

b. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Abu Azam al-
Hadi, wafatnya salah seorang yang berakad maka tidak bisa
diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad ini tidak batal,
karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan 7jarah sama
dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

c. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Abu Azam al-

Hadi, jika ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang

™ sayyid Sabiq, Figih, IV: 120.
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disewakan disita negara karena terkait utang, maka transaksi ijarah
batal.”
Berakhirnya akad 7jarah lainnya, yaitu:
ozt 3G Jl b aoglee 3 OV ABYL Lal syl e

W@JK e
ljarah juga habis dengan adanya pengguguran akad (igalah). Hal

itu karena akad 7jarah adalah akad mu’awadhah (tukar-menukar)
harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan
seperti jual beli.™
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Dari tercapainya ijab gabul dalam akad adalah berlakunya hak dan
kewajiban antar pihak. Hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian, yaitu:
a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang
menyewakan, sebagai berikut:
1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
2) Memelihara barang yang disewakan sehingga barang dapat dipakai
untuk keperluan yang dimaksudkan
3) Memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan
selama waktu yang ditentukan
4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang
disewakan dan yang merintangi pemakaian barang

5) la berhak atas uang sewa yang jumlahnya sesuai dengan apa yang

telah diperjanjikan

2 Abu Azam al-Hadi, Fikih, him. 86.
® Wahbah az-Zuhaili, al-Figh, I1V: 781.
" Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam, V: 430.
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6) Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.”
b. Pihak penyewa
1) la wajib memakai barang yang disewa, sesuai dengan tujuan yang
diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika
tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang
dipersangkakan berhubung dengan keadaan
2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
3) la berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya
4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang
disewa
5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama
memanfaatkan barang yang disewa.®
B. Metode Istinbat Hukum dari Sisi Sadd az-Zari’ah
1. Pengertian Istinbat
Istinbat adalah upaya seseorang ahli figh dalam menggali hukum
Islam dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan
hasil yang memadai melainkan dengan menempuh cara-cara pendekatan
yang tepat, yang dapat ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama
menyangkut sumber hukum.
Menurut Ali Hasaballah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Ruslin,
melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama

ushul figh dalam melakukan istinbat, yaitu:

™ Abdur Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan
Implementasi), cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), him. 73.
’® Abdur Ghofur Anshori, Hukum, him. 74.
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a. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan
b. Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari’at (magasid
asy-syari’ah)

Apa yang dikemukakan oleh Ali Hasaballah tersebut, telah
disinyalir pula oleh Fathi al-Daraini, dosen figh dan ushul figh dari
Universitas Damaskus. la menyatakan bahwa materi apa saja yang akan
dijadikan obyek kajian, maka pendekatan keilmuan yang paling tepat,
yang akan diterapkan terhadap obyek tersebut hendaklah sesuai dengan
watak obyek itu sendiri.”’

Dan Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip oleh
Satria Effendi dan M. Zein, kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum,
berarti upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan
ijtihad.

Ayat-ayat al-Qur’an dalam  menunjukkan  pengertiannya
menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang melalui arti
bahasanya serta ada yang melalui maksud hukumnya. Di samping itu,
terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang
memerlukan penyelesaian. Ushul figh memberikan berbagai cara dari
berbagai aspeknya yang digunakan untuk mengambil pesan-pesan yang

terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.”

" Nasrun Ruslin, Konsep ljtihad al-Syaukani, cet. ke-1 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,
1999), him. 37.
"8 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Figh, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2005), him. 177.
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2. Pengertian Sadd az-Zari’ah

Secara etimologi, zari’ah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu.
Ada juga yang mengkhususkan pengertian zari’ah dengan sesuatu yang
membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan.
Sedangkan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M)
sebagaimana dikutip oleh Nasrun Ruslin, mengatakan bahwa pembatasan
pengertian Zari’ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena
ada juga zari ‘ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan.”

Secara lughawi (bahasa), az-zari’ah itu berarti “Jalan yang
membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma 'nawi, baik atau buruk”.

Dari arti tersebut, mengandung konotasi yang netral tanpa
memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah
yang diangkat oleh lbnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang
zari’ah,™ yaitu:

Vel ) by Ay 08 L
Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.®

Sedangkan menurut Badran sebagaimana dikutip oleh Amir
Syarifuddin, memberikan definisi yang tidak netral terhadap Zari’ah yaitu
“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang

mengandung kerusakan”.

" Nasrun Haroen, Ushul Figh, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana, 2001), I: 160.

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), I1: 424.

8 Wahbah al-Zuhaili, Usu/ al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 11: 873.

® Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), him. 219.
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Jadi kata zari’ah itu didahului dengan kata saddu yang artinya
menutup, maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan.

Wahbah az-Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia
memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim.®

Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Hifdhotul
Munawaroh, mendefinisikan bahwa sadd az-Zari’ah yaitu melarang dan
menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman
untuk mencegah kerusakan dan bahaya.**

Sedangkan asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh  Amir
Syarifuddin, memberikan definisi terhadap Zari’ah yaitu masalah yang
dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi yang membawa kepada
perbuatan yang terlarang.®

Definisi lain yang hampir sama dengan definisi asy-Syaukani
adalah definisi yang dirumuskan oleh asy-Syathibi sebagaimana yang
dikutip oleh Kutbuddin Aibak, zari’ah yaitu segala yang membawa kepada
sesuatu yang terlarang serta yang mengandung mafsadah (kerusakan).

Muhammad Abu Zahrah sebagaimana kutipan oleh Kutbuddin
Aibak, mendefinisikan Zari’ah adalah wasilah atau jalan yang
menyampaikan kepada tujuan, yang dimaksud wasi/ah yaitu jalan untuk
sampai kepada yang haram atau halal. Jalan atau cara yang menyampaikan

kepada haram, dan cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya

& Amir Syarifuddin, Ushul, I1: 424,

8 Hifdhotul Munawaroh, “Sadd al-Dzariat dan Aplikasinya pada Permasalahan Figih
Kontemporer”, (Jurnal ljtihad, Vol. XII, no. 1, Juni 2018), him. 66.

8 Amir Syarifuddin, Ushul, I1: 424,
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adalah halal, dan apa yang menyampaikan kepada mubah hukumnya
adalah mubah, serta apa yang menyampaikan kepada wajib hukumnya
adalah wajib.

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang wajib, akan dijumpai
uraian tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada
dan mendahulukan perbuatan wajib, yang disebut mugaddimah wajib. Dari
segi bahwa ia adalah wasilah kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum,
maka ia disebut zari’ah. Oleh karena itu, para penulis dan ulama ushul
memasukkan pembahasan mugaddimah wajib ke dalam pembahasan
tentang Zari’ah, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Badran dan Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak
membedakan antara mugaddimah wajib dengan Zari’ah. Perbedaannya
pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau
wasilah. Pada Zari’ah, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada
perantara.

Kalau zina adalah perbuatan pokok dan khalwah adalah perantara,
maka terjadinya zina tidak tergantung pada terjadinya khalwah, artinya
tanpa khalwah pun zina dapat juga terjadi. Karena itu, perantara di sini
disebut zar7’ah.®®

Sedangkan pada mugaddimah hukum perbuatan pokok tergantung

pada perantara. Kalau shalat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai

¥ Kutbuddin Aibak, Metodologi, him. 220.
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perantara, maka keberadaan dan kesahan shalat itu tergantung pada
pelaksanaan wudhu. Karena wudhu di sini disebut dengan mugaddimah.

Sebenarnya kalau ingin membedakan antara keduanya akan lebih
tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada di balik
perantara. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang
dilarang maka wasilah-nya disebut Zari’ah. Dalam pengertian bahwa
segala sesuatu yang dapat mendatangkan keharaman maka sesuatu itu
adalah haram. Karena itu harus dijauhi perbuatan yang dilarang, termasuk
wasilah-nya.

Untuk menunjukkan perbedaan antara zari’ah dan mugaddimah
maka dalam pembahasan ini akan disertakan uraian mugaddimah secara
sederhana, tidak lain untuk menghindari kerancuan.

Mugaddimah wajib yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum
melakukan sesuatu kewajiban. Artinya, kewajiban tidak dapat
dilaksanakan atau tidak sah apabila perbuatan itu bila tidak didahului oleh
mugaddimah. Dalam istilah lain, mugaddimah itu adalah sesuatu yang
tergantung kepadanya pelaksanaan suatu kewajiban.®’

Mugaddimah wajib disebut juga wasilah wajib. Misalnya dalam
melakukan kewajiban wudhu untuk shalat. Wudhu tidak mungkin
dilakukan kecuali dengan adanya air, sehingga kalau tidak ada air maka
diganti tayammum. Adanya air dan usaha penyediaan air itu disebut

mugaddimah wajib atau wasilah wajib bagi perbuatan wudhu.

8 Kutbuddin Aibak, Metodologi, him. 221.
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Menuntut ilmu adalah perbuatan yang diwajibkan atas setiap
muslim. Kewajiban dari menuntut ilmu itu tidak akan sempurna dilakukan
kalau tidak ada sarana pendidikan. Pengadaan sarana pendidikan itu
disebut mugaddimah atau wasilah wajib bagi kewajiban menuntut ilmu.

Mugaddimah wajib ada yang dalam bentuk sebab terhadap
kewajiban yang sudah ditentukan, dalam arti lain apabila sebab belum ada
maka kewajiban pun belum dipikul si mukallaf, dan ada yang berbentuk
syarat bagi suatu kewajiban.®

Dalam hal yang pertama, bisa dicontohkan dengan salah satu
firman Allah dalam surah al-Isra (17): 78:

e 43 50l
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir...2°

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tergelincirnya matahari itu
disebut sebagai mugaddimah bagi kewajiban melakukan shalat zhuhur
atau disebut juga sebab bagi adanya kewajiban shalat zhuhur.

Sedangkan dalam hal yang kedua bisa dicontohkan dengan salah
satu firman Allah dalam surah al-Maidah (5): 6:

sl ) ety aSasag LB 50 e 4y 2id g

...Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu
dan tanganmu sampai dengan siku...*

8 Kutbuddin Aibak, Metodologi, him. 221-222.
® Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran, him. 621.
*® Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran, him. 228.
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Demikian juga dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa melakukan
wudhu merupakan syarat bagi pelaksanaan shalat dan wudhu adalah
mugaddimah atau wasilah bagi kewajiban shalat.

Dari penjelasan di atas, bahwa ada dua macam mugaddimah wajib,
yaitu:

a. Mugaddimah wajib yang adanya berada di luar usaha dan kemampuan
mukallaf, sehingga mukallaf tidak diharuskan untuk mengadakannya.
Dengan contoh tergelincirnya matahari yang menandakan waktu untuk
shalat zhuhur. Dengan demikian mukallaf tidak diharuskan untuk
menggelincirkan matahari supaya shalat zhuhur dapat dilaksanakan.

b. Mugaddimah wajib yang pelaksanaannya berada dalam usaha dan
kemampuan mukallaf. Misalnya melaksanakan wudhu sebagai
mugaddimah bagi syarat sah untuk melaksanakan shalat zhuhur.®*

Dasar Hukum Sadd az-Zari’ah

Adapun dasar hukum sadd azzari’ah yang bersumber dari dalil al-
Qur’an, hadis, kaidah figh dan logika, sebagai berikut:

a. Al-Qur’an, surah al-Bagarah (2): 104:

2 e sty i Gl sl Gt i Y e 30 Wlod
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada
Muhammad): “ra’ina’, tetapi katakanlah: “wunzurna’, dan

“dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang
pedih.”

° Kutbuddin Aibak, Metodologi, him. 223.
*2 Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran, him. 35.
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Surat tersebut, dapat dipahami adanya bentuk pelarangan
terhadap perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak
negatif yang akan terjadi. Kata ra ’7na berarti: “sudahilah kiranya kamu
memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini
terhadap Rasulullah SAW, mereka menggunakannya dengan maksud
kata ra’ina sebagai bentuk isim fail dari masdar kata ru 'unah yang
berarti jodoh.

Oleh karena itu, Tuhan menyuruh para sahabat Nabi SAW
mengganti kata ra’ina yang biasa mereka gunakan dengan unzurna
yang juga berarti sama dengan ra ’ina.

b. Hadis

Dalam jurnal sebagaimana yang dikutip oleh Wahyu Abdul Jafar,
dasar hukum sadd az-zari’ah yang bersumber dari hadis, yaitu:

DM A A 8l e pel] W AT s
e B Lo ) Jswy JB JB Lagie &) o) gres o ) de e
ok Sy B Uy b g8 e lly Jor ) pa OF SUSO1 ST s 0) e

Vel ey sl b o ) s JG il )

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari
Humaid bin Abdurrahman dari [Abdullah bin 'Amru] radliallahu
‘anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah
seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya;
"Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab:
"Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang
tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama."

% Abu ‘Abdillah, Sahih Bukhari (tk: t.p, 2004), VII: 418-419.
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Dari hadis tersebut, bahwa mencaci ayah orang lain hukumnya
haram karena mencaci ayah orang lain merupakan Zzari’ah (perantara)
yang akan menimbulkan adanya mafsadah yang dilarang, yaitu cacian
terhadap ayahnya sendiri.”*

Hadis ini dijadikan oleh Imam asy-Syathibi sebagaimana
dikutip oleh Mohammad Mufid, sebagai salah satu dasar hukum
konsep sadd azzari’ah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh
ahli figh dari Spanyol itu, dugaan (zann) bisa digunakan sebagai dasar
untuk penetapan hukum dalam konteks sadd azzari’ah.”

c. Kaidah figh
Aled s B 238 udi s
Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada
meraih kebaikan (maslahah).

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup
masalah-masalah turunan dibawahnya. Karena itulah, sadd azZari’ah
juga bisa disandarkan kepada kaidah ini. Hal ini juga bisa dipahami,
karena dalam sadd azZari’ah terdapat unsur mafsadah yang harus

dihindari.*®

% Wahyu Abdul Jafar, “BPJS Kesehatan Syari’ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS
Kesehatan Perspektif Sadd Dzari’ah)” (Jurnal Hukum Islam, Vol. 11, no. 2, 2017), him. 160-161.

% Mohammad Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Ke
Aplikasi, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), him. 135.

% A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, cet. ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), him. 11.
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d. Logika

Ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan maka
mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan
kepada hal tersebut. Begitu sebaliknya, jika seseorang melarang suatu
perbuatan maka mestinya ia pun melarang kepada segala hal yang bisa
mengantarkan kepada perbuatan tersebut.

Hal ini senada dengan ungkapan lbnu Qayyim sebagaimana
dikutip oleh Mohammad Mufid, bahwa ketika Allah melarang suatu
hal Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara
yang bisa mengantarkannya. Hal tersebut untuk menguatkan dan
menegaskan pelarangan. Namun jika Allah membolehkan segala jalan
dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan adanya
pelarangan yang telah ditetapkan.”’

4. Rukun Zari’ah
Muhammad Hasyim al-Burhani sebagaimana dikutip oleh
Hifdhotul Munawaroh, menetapkan rukun Zari’ah ada tiga, yaitu:
a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara
wasilah atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu:
1) Maksud dan tujuan perbuatan untuk perbuatan yang lain, seperti
bai’ al-‘ajal
2) Maksud dan tujuan perbuatan untuk perbuatan itu sendiri, seperti

mencaci dan mencela sembahan orang lain

% Mohammad Mufid, Ushul, him. 136.
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3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara,
seperti larangan menghentakkan kaki bagi wanita yang ditakutkan
akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

b. Kuatnya tuduhan kepadanya (a/-ifdha). Hal ini yang menjadi
penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang yaitu
adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan
membawa kepada mafsadah.

c. Kepada perbuatan yang dilarang (al-mutawasil ilaih). Ulama
mengatakan bahwa rukun ini sebagai al-mamnu (perbuatan yang
dilarang). Jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka
wasilah atau zari ah tersebut hukumnya tidak dilarang.®

5. Kedudukan Sadd az-Zari’ah

Hampir semua ulama dan penulis ushul figh, menyinggung
mengenai sadd azzari’ah akan tetapi hanya sedikit yang membahasnya
dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Namun ada yang
menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara’ yang tidak
disepakati oleh ulama.

Menurut asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak,
bahwa sadd azzari’ah dipegang oleh Imam Malik, sementara Imam Abu
Hanifah dan Imam asy-Syafi’i menolak menggunakannya. Sedangkan
Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak,

menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i dalam

% Hifdhotul Munawaroh, “Sadd ”, him. 66-67.
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kondisi-kondisi tertentu juga menggunakan sadd az-zari’ah. Dan menurut

Imam Ahmad ibn Hanbal memakainya seperti Imam Malik. Akan tetapi

Ibn Hazm menolak untuk memakainya secara keseluruhan. %

Sementara itu, Ibn ar-Rif’ah sebagaimana yang dikutip oleh
Kutbuddin Aibak, dapat menerima sadd azzari’ah tetapi tergantung pada
bentuk zari’ah-nya. Dalam hal ini Ibn ar-Rif’ah membagi menjadi tiga
bentuk, yaitu:

a. Sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram, maka
hukumnya haram dan di sini berlaku sadd azzari’ah.

b. Sesuatu yang secara tidak pasti tidak membawa kepada yang haram,
tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang
haram, maka diperlukan adanya kehati-hatian dengan memperhatikan
kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut hal tersebut, kalau biasanya
akan membawa kepada yang haram, maka perlu diterapkan sadd az
Zari’ah tetapi jika hal itu jarang membawa kepada yang haram, maka
tidak perlu diterapkan sadd az-zari’ah karena kalau diterapkan maka
sudah dipandang berlebih-lebihan.

c. Sesuatu yang mengandung kemungkinan untuk membawa kepada
yang haram, dan Zzari’ah dalam hal ini terdapat beberapa peringkat.
Jika berat yang haram maka harus diberlakukan sadd az-zari’ah tetapi
jika berat yang mubah maka sadd az-Zari’ah tidak perlu diberlakukan

karena dianggap berlebih-lebihan.

% Kutbuddin Aibak, Metodologi, him. 223-224.
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Dalam hal ini asy-Syaukani dapat menerima sadd azzZari’ah
sebagai salah satu metode 7jtihad dan dijadikan dalil dalam menetapkan
hukum.*®

Ditempatkannya azZari’ah sebagai salah satu dalil dalam
menetapkan  hukum, akan tetapi menaruh perselisihan dalam
penggunaannya. Hal tersebut mengandung arti bahwa meskipun syara’
tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun
karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi perbuatan yang
dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum wasilah
adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan
pokok.

Masalah tersebut menjadi perhatian ulama dikarenakan banyak
ayat-ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan ke arah tersebut, yaitu:

a. Surah al-Anam (6): 108:

v*’ S 133e A'Lps |gptus ,Q‘JJ\ 035 2 033 ) 1225 Y
Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah,
karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa

pengetahuan...**
Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu
boleh, bahkan jika perlu sampai boleh untuk memeranginya. Namun
karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan

penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan

mencaci dalam menghina menjadi dilarang.

100 Kutbuddin Aibak, Metodologi, him. 224-225.
191 Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran, him. 296.
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b. Surah an-Nur (24): 31:

S e G G D sl e

..Janganlah mereka (perempuan) memukulkan kakinya agar
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...**2

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh bagi perempuan

akan tetapi jika menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi

diketahui oleh orang yang akan menimbulkan rangsangan bagi yang
mendengar maka menghentakkan kaki menjadi terlarang.

Dari kedua ayat di atas, maka terlihat adanya larangan bagi
perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meski pada
awalnya perbuatan itu hukumnya boleh.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama yaitu setiap
perbuatan mengandung dua sisi yaitu:

a. Sisi yang mendorong untuk berbuat, dan
b. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari
perbuatan itu.'®

Dengan memandang pada natijah-nya, perbuatan tersebut ada dua
bentuk, yaitu:

a. MNatijah-nya baik

Bahwa segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik

dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

102

Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran, him.772-773.
193 Amir Syarifuddin, Ushul, II: 426-427.
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b. Natijah-nya buruk
Bahwa segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga
buruk, dan karenanya dilarang.®*
6. Jenis-Jenis Zari’ah
Pembagian dari Zari’ah terdapat dua bentuk yang dikemukakan
para ulama ushul figh, yaitu:
a. Zari’ahdiliat dari segi kualitas kemafsadatan
Imam asy-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen,
bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, Zari’ah terbagi menjadi
empat macam, yaitu:
1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
secara pasti (gath’i)

Misalnya seseorang menggali sumur di depan pintu rumah
orang lain saat malam hari dan pemilik rumah tidak
mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan perbuatan ini dapat
dipastikan, yaitu pemilik rumah dapat jatuh ke dalam sumur dan itu
dapat dipastikan, karena pemilik rumah tidak mengetahui adanya
sumur di depan pintu rumahnya tersebut. Perbuatan tersebut
dilarang dan jika pemilik rumah jatuh ke sumur itu maka penggali
lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan

sengaja untuk mencelakakan orang lain.'%°

104 Amir Syarifuddin, Ushul, 11: 427.
105 Nasrun Haroen, Ushul, I: 162-163.
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2) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang

membawa kepada kemafsadatan

Misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak
memberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya
tidak memberi mudarat. Perbuatan tersebut tetap pada hukum
asalnya yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang, apabila diduga
keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.
Sedangkan dalam kasus ini, jarang sekali terjadi kemafsadatan.*®

3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan

membawa kepada kemafsadatan

Misalnya menjual senjata kepada musuh, sangat
memungkinkan senjata itu akan digunakan untuk berperang, atau
paling tidak untuk membunuh. Perbuatan seperti ini dilarang,
karena terdapat dugaan keras (zann al-ghalib) bahwa perbuatan itu
akan membawa kepada kemafsadatan, sehingga dapat dijadikan
dasar dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.**’

4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung
kemaslahatan, tetapi memungkinkan perbuatan itu membawa
kepada kemafsadatan

Seperti bai’u al-‘ajal (jual beli dengan harga yang lebih
tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Jika Ahmad membeli

kendaraan dari Ali secara kredit seharga 20 juta. Kemudian Ahmad

106 Nlasrun Haroen, Ushul, 1: 163.
107 Nlasrun Haroen, Ushul, 1: 163.
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menjual kembali kendaraan tersebut kepada Ali seharga 10 juta
secara tunai sehingga seakan-akan Ahmad menjual barang fiktif,
sementara Ali tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil
tersebut meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli
ini cenderung pada riba.*®®

Apabila pandangan hanya ditujukan kepada patokan dasar
jual beli, maka jual beli seperti itu boleh, karena rukun dan
syaratnya terpenuhi. Pandangan seperti ini muncul dari Imam asy-
Syafi’i dan Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Nasrun
Haroen, menurut mereka jika bertolak dari dugaan belaka kasus
seperti ini tidak bisa dijadikan dasar keharaman bai’ al-‘ajal
tersebut.

Apabila pandangan ditujukan kepada akibat dari perbuatan
itu yang cenderung menjurus kepada riba, maka perbuatan ini
dilarang. Pandangan terakhir ini dianut oleh Imam Malik dan Imam
Ahmad ibn Hanbal sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen.'%°

Ada tiga alasan yang dikemukakan Imam Malik dan Imam
Ahmad Hanbal sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, dalam
mendukung pendapatnya, yaitu:

(1) Dalam bai’ al-‘ajal perlu dipertimbangkan tujuan yang
membawa kepada riba, sekalipun sifatnya ghilbah al-zann

(dugaan berat) karena dalam banyak kasus, syara’ sendiri

108 Mohammad Mufid, Ushul, him. 137.
109 Niasrun Haroen, Ushul, 1: 163.
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sering mengisyaratkan penentuan hukum atas dasar ghilbah al-
zann. Di samping itu, syara’ juga menekankan perlu bersikap
ihtiyat (waspada) dalam beramal. Hal ini bisa dijadikan dasar
untuk melarang bai’ al-‘ajal, karena berdasarkan kaidah,
sebagai berikut:
A s e pias i g
Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan
daripada meraih kebaikan (maslahah).

(2) Dalam bai’ al-‘ajal terdapat dua dasar yang bertentangan.
Pertama, jual beli pada dasarnya dibolehkan, selama rukun dan
syaratnya terpenuhi. Kedua, harus terhindar dari segala bentuk
kemudaratan. Dalam hubungan dengan Imam Malik dan Imam
Ahmad ibn Hanbal menguatkan prinsip pemeliharaan
keselamatan orang lain dari kemudaratan sedangkan bai’ al-
‘ajal jelas-jelas membawa kepada kemafsadatan. Oleh sebab
itu, bai’ al-‘ajal dilarang sejalan dengan prinsip sadd az
zari’ah."*°

(3) Banyak sekali nas yang menunjukkan dilarangnya perbuatan-
perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan, sekalipun
pada dasarnya perbuatan itu semula diizinkan (ma Zun).

Misalnya larangan berkhalwat antara lelaki dengan

perempuan bepergian lebih dari tiga hari tanpa mahramnya.

119 Nasrun Haroen, Ushul, 1: 165.
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Dalam kasus ini, terjadinya fitnah masih dalam status dugaan
(zann), tetapi Rasulullah melarangnya.

Oleh sebab itu, seluruh larangan melakukan perbuatan-
perbuatan yang ditunjukkan Rasulullah di atas, menurut Imam
Malik dan Ahmad ibn Hanbal sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,
statusnya adalah ghilbah al-zann. Akan tetapi perbuatan itu banyak
membawa kepada kemafsadatan, maka Rasulullah melarangnya.
Oleh sebab itu, menurut mereka pengharaman bai’ al-‘ajal
memiliki dasar yang kuat dalam syari’at Islam.'**

Dan menurut Imam asy-Syathibi sebagaimana dikutip oleh
Nasrun Haroen, dalam menentukan hukum bentuk yang keempat di
atas terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyyah dan
Syafi’iyyah mengatakan bahwa Zari’ah dalam bentuk yang
keempat tidak dilarang, dikarenakan terjadinya kemafsadatan atau
tidak. Dengan keadaan seperti ini tidak bisa membuat perbuatan
yang dasarnya dibolehkan menjadi dilarang, kecuali kemafsadatan
itu diyakini atau diduga keras akan terjadi.**
b. Zari’ahdiliat dari segi jenis kemafsadatan

Menurut Ibnu  Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip

Mohammad Mufid, pembagian dari segi jenis kemafsadatan, yaitu:

111 Niasrun Haroen, Ushul, 1: 165.
2 Nasrun Haroen, Ushul, I: 163.
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1) Perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan, seperti
meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan
mabuk adalah perbuatan yang membawa kepada mafsadat.

2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi
dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang
haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki
menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita
itu bisa kembali kepada suami pertamanya (nikah al-tahlil).!*®

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip

Mohammad Mufid, kedua bagian di atas terbagi menjadi dua bentuk,

yaitu:

1) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatannya

2) Kemafsadatan  suatu  perbuatan  lebih  kuat daripada
kemaslahatannya.

Kedua pembagian ini pun menurutnya dibagi lagi menjadi
empat bentuk, yaitu:
a) Sengaja melakukan perbuatan mafsadat, seperti minum arak,
perbuatan ini dilarang syara’
b) Perbuatan yang pada dasarnya di bolehkan atau dianjurkan,

tetapi ditujukan untuk melakukan suatu kemafsadatan, seperti

nikah tahlil , pekerjaan seperti ini pun dilarang oleh syara’

113 Mohammad Mufid, Ushul, him. 138.
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¢) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan
untuk melakukan kemafsadatan, akan tetapi berakibat
timbulnya kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan
orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan
mencaci maki Allah SWT

d) Pekerjaan yang pada dasarnya boleh dan pelakunya tidak
bertujuan untuk kemafsadatan, seperti melihat wajah
perempuan yang dipinang. Hukumnya dibolehkan sesuai
kebutuhan selama kemaslahatannya lebih besar.**

C. Zari’ahdilihat dari hukumnya
Al-Qarafi sebagaimana dikutip Hifdhotul Munawaroh,
membagi Zari’ah menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki
berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa
penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah
seketika itu pula. Seperti larangan menggali sumur ditengah jalan
bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa untuk
dilewati maka akan mencelakakan orang.

2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa
menjadi jalan terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Seperti

menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan

114 Mohammad Mufid, Ushul, him. 138-139.
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khamar dan hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi

perbuatan zina dengan tetangga.

3) Sesuatu yang masih diperselisihnkan untuk dilarang atau
diperbolehkan. Seperti memandang perempuan karena bisa
menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena
khawatir ada unsur riba.**®

7. Metode Penentuan Zari’ah

Untuk menentukan perbuatan itu dilarang atau tidak, karena ia bisa
menjadi sarana az-zari’ah terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang,
maka secara umum dapat dilihat dari dua hal, sebagai berikut:

a. Tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perbuatan,
apakah perbuatan itu berdampak kepada yang dihalalkan atau
diharamkan.

Misalnya jika terdapat indikasi yang kuat bahwa lelaki yang
hendak menikahi janda perempuan talak tiga, karena sekedar untuk
menghalalkan perempuan itu untuk dinikahi mantan suaminya
terdahulu, maka pernikahan seperti itu harus dicegah. Karena tujuan
dari pernikahan yang sesungguhnya yaitu membina keluarga yang
langgeng.**®

b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif

dan niat si pelaku. Jika akibat yang sering kali terjadi dari perbuatan

15 Hifdhotul Munawaroh, “Sadd”, him. 72.
1 Mohammad Mufid, Ushul, him. 141-142.
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adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah maka perbuatan itu harus
dicegah.

Seperti masalah pemberian hadiah (gratifikasi) yang diawasi
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat yang mendapat
hadiah kemungkinan besar akan memengaruhi keputusan atau
kebijakannya terhadap si pemberi hadiah. Oleh karena itu, setiap
pemberian hadiah dalam batasan jumlah tertentu maka harus
dikembalikan ke kas negara oleh pihak Komisi Pemberantasan
Korupsi.**’

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan
kepada tujuan, ada beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu:

a. Tujuan: apabila tujuannya dilarang, maka jalannya dilarang dan jika
tujuannya wajib, maka jalannya juga diwajibkan.

b. Niat (motif): apabila niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum
sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka
sarananya juga haram.

c. Akibat dari suatu perbuatan: jika akibat suatu perbuatan menghasilkan
kemaslahatan seperti yang diajarkan syari’ah, maka wasilah hukumnya
boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah madarat,

walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.*'?

117 Mohammad Mufid, Ushul, him. 142.
8 Muaidi, “Saddu al-Dzari’ah dalam Hukum Islam” (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
dan Ahwal Syahsiyah, Vol. I, no. 2, 2016), him. 39.
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TENAGA KERJA OUTSOURCING

A. Pengertian Outsourcing
Outsourcing dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alih daya.
Pengertian dasar dari outsourcing adalah pengalihan sebagian atau secara
keseluruhan pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung
strategi pemakai jasa outsourcing baik secara pribadi, perusahaan, divisi
ataupun sebuah unit dalam perusahaan. Jadi pemakaian outsourcing untuk
setiap jasanya akan berbeda-beda, semua tergantung dari strategi masing-
masing pemakai jasa outsourcing, baik secara individu, perusahaan atau devisi

maupun unit tersebut.'*°
Tenaga kerja outsourcing adalah pekerja yang bekerja dengan
berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja
antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu atau untuk pekerja tertentu. Dengan adanya PKWT ini yang menjadi
dasar adanya pekerja kontrak. Dalam perjanjian kerja terdapat dua jenis
kontrak yaitu perjanjian kerja untuk pekerjaan yang diborong dan perjanjian
kerja untuk pekerja yang diborongkan. Dari sini muncul dengan istilah

outsourcing yaitu proses penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga.*?

19| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 71.
120 Much Nurachmad, Tanya, him. 1.
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Mason A. Carpenter dan Wm. Gerland Sanders sebagaimana yang

dikutip oleh I Nyoman Putu Budiartha, mengatakan mengenai outsourcing

yaitu:

1.

Outsourcing merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk perusahaan oleh
orang-orang yang bukan pekerja fulltime perusahaan itu sendiri
Outsourcing dilakukan melalui kerjasama dengan supplier-supplier dari
luar untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu berupa rangkaian pekerjaan
yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Maksud dari rangkaian
perusahaan adalah keseluruhan pekerjaan utama dan penunjang yang
dilakukan perusahaan untuk memproduksi, mendistribusikan dan
memasarkan produk.

Menurut Amin Widjaja Tunggal sebagaimana dikutip I Nyoman Putu

Budiartha, yang dimaksud dengan outsourcing adalah “proses pemindahan

pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan didalam perusahaan ke

pihak ketiga”. Kemudian Amin Widjaja Tunggal sebagaimana dikutip I

Nyoman Putu Budiartha, juga mengatakan outsourcing yaitu:

Usaha mendapatkan tenaga ahli serta mengurangi beban dan biaya
perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat terus
kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi
global dengan menyerahkan kegiatan perusahaan kepada pihak lain
yang tertuang dalam kontrak.'*

Outsourcing merupakan penyerahan pekerjaan tertentu kepada pihak

ketiga dengan tujuan untuk membagi risiko dan mengurangi beban

perusahaan. Penyerahan pekerjaan dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama

121 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 72.
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operasional antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penerima
pekerjaan. Dalam praktik, perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan
kualifikasi dan syarat-syarat kerja untuk merekrut calon tenaga kerja.

Dalam melaksanakan sistem outsourcing terdapat beberapa pihak yang
terlibat, yaitu:

1. Perusahaan principal (pemberi pekerjaan)
2. Perusahaan jasa outsourcing (penyedia tenaga kerja)
3. Tenaga kerja.'??

Dalam bidang ketenagakerjaan, outsourcing dapat diartikan sebagai
pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan pekerjaan
oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia tenaga kerja. Dari adanya
perusahaan penyedia tenaga kerja maka muncul perusahaan yang secara
khusus melatih/mempersiapkan, menyediakan, memperkerjakan tenaga kerja
untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan inilah yang mempunyai hubungan
kerja secara langsung dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan, maka
hubungan hukum pekerja bukan dengan perusahaan penerima pekerjaan.

Bidang manajemen dalam outsourcing diberikan pengertian
pendelegasian operasi dan manajemen harian suatu proses bisnis pada pihak
luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). Awalnya outsourcing merupakan
istilah dalam dunia bisnis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu
perusahaan dengan mendatangkan dari luar perusahaan. Outsourcing

menggunakan bisnis kemitraan dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk

122 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 73.
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bersama, dengan membuka peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan
baru dibidang jasa penyedia tenaga kerja, serta efisien bagi dunia usaha.
Sehingga pengusaha tidak perlu disibukkan dengan urusan yang tidak terlalu
penting yang memakan waktu dan pikiran karena hal tersebut bisa diserahkan
kepada perusahaan yang khusus bergerak dibidang itu.*?

Berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 dapat dijadikan kodifikasi dari
ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya terpisah-pisah. Sebelum UU ini
berlaku, ada sekitar 15 ordonansi dan peraturan ketenagakerjaan yang telah
dinyatakan tidak berlaku karena berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 ini.**

Istilah dari outsourcing diterjemahkan sebagai “memborongkan
sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain (pemborong)”, oleh Surat
Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE. 08/MEN/1990 tentang Tanggungjawab
Perusahaan Pemberi Borongan Pekerjaan terhadap Perlindungan dan
Kesejahteraan Pekerja Perusahaan Pemborong, sebagaimana dikutip oleh |
Nyoman Putu Budiartha.

Melalui UU No. 13 Tahun 2003, outsourcing diperkenalkan sebagai
penyerahan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau penyedia
jasa pekerja. Outsourcing meliputi penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja
oleh perusahaan dengan perjanjian pemborongan ke perusahaan pemborong

atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan dengan

perjanjian penyedia jasa pekerja ke perusahaan penyedia jasa pekerja.

12| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 73-74.
124 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 74.



64

Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan outsourcing,
diawali dengan negosiasi antara perusahaan pengguna pekerja outsourcing
dengan perusahaan outsourcing sampai tercapai kesepakatan antara kedua
belah pihak. Kemudian membuat perjanjian atau kesepakatan, lalu
ditandatangani kedua belah pihak yang mencantumkan mengenai prosedur
kerja, pelaksanaan, dan kemungkinan yang akan terjadi perselisihan dalam
praktik outsourcing.'?

. Pengaturan Outsourcing

Dalam bidang hukum ketenagakerjaan, ketentuan yang mengatur
outsourcing, sebagai berikut:

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 64 disebutkan bahwa: “Perusahaan dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.

Ketentuan dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 ini yang sering
disebut outsourcing. Ketentuan outsourcing dalam Pasal 64 tersebut bukan
yang diwajibkan, melainkan ketentuan itu lebih ke pilihan bebas, karena
saat pelaksanaan pemanfaatan outsourcing diserahkan pada perhitungan
untung rugi dari perusahaan.*?

Dalam Pasal 65 dan 66 juga terdapat ketentuan yang mengatur

mengenai tenaga kerja outsourcing.

125 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 75.
126 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 74.
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Kesimpulan dari Pasal 64, 65 dan 66, outsourcing adalah

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan dengan

melalui perjanjian. Sebagian pelaksanaan pekerjaan yang dapat diserahkan

harus memenuhi ketentuan dari Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2013 yaitu

perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dan pekerjaan yang menurut jenis

dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai untuk waktu tertentu.

127

Jenis pekerjaan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Undang-

Undang, yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun

c. Pekerjaan yang bersifat musiman

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.'?®

2. KUH Perdata

Sebelum berlakunya UU No. 13 Tahun 2003, pengaturan

outsourcing dapat ditemukan dalam KUH Perdata, yaitu:

Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan mana pihak
yang satu, si pemborong, mengikatkan diri  untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak
yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang
ditentukan.'?

127

Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan

Praktik di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2019), him. 105-106.
128 pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
129 pasal 1601 b ayat (1) KUH Perdata tentang Perjanjian-Perjanjian untuk Melakukan

Pekerjaan.
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3. Keputusan Menteri Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.
101/MEN/V1/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh.*®

4. Keputusan Menteri Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 220/MEN/X/2004
tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Kepada Perusahaan Lain, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.**!

C. Tujuan Outsourcing
Tujuan dari outsourcing sendiri dapat diliat dari dua sisi. Pertama,

Tujuan strategis dari outsourcing, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan

keunggulan kompetitif (persaingan) perusahaan agar dapat mempertahankan

dan mengembangkan perusahaan tersebut. Maksud dari mempertahankan
adalah tetap dapat mempertahankan pangsa pasar.'*? Setiap pekerjaan harus
diarahkan ke pihak yang lebih professional dan berpengalaman dari pada
perusahaan sendiri dalam melakukan pekerjaan yang diserahkan tidak hanya
sekedar penyerahan kepada pihak ketiga saja.’*

Tujuan strategis ini bermaksud untuk meningkatkan kemampuan
berkompetensi. Kompetensi antar perusahaan menyangkut, yaitu harga dan

mutu produk, serta dari pelayanan. Dari ke tiga hal tersebut merupakan hal

130 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 103-104.

131 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 104.

132 pangsa pasar didefinisikan sebagai persentase penjualan yang dapat diraih oleh sebuah
perusahaan dan seluruh potensi yang ada. Lihat Hartelina, “Analisis Tingkat Orientasi Pasar,
Inovasi Organisasi, Pangsa Pasar dan Profitabilitas UKM di Kalimantan Tengah” (Jurnal Study &
Management Research, Vol. X, no. 3, 2013), him. 49.

13| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 79.



67

pokok dalam melaksanakan perusahaan outsourcing. Pemberi jasa diharapkan
untuk bisa berkontribusi terhadap perusahaan dalam meningkatkan kualitas
perusahaan melalui harga dan mutu produk serta pelayanan.*3*

Kedua, perlu merencanakan jangka panjang. Dalam melakukan
rencana jangka panjang perlu dilengkapi rencana jangka menengah dan
rencana jangka pendek, yang semua itu sangat diperlukan dalam outsourcing.

Menurut Mochtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan
sebagaimana dikutip olenh I Nyoman Putu Budiartha, mengatakan bahwa
tujuan dari outsourcing adalah untuk mengefisienkan dalam bidang produk
dan risiko pekerjaan. Maksud dari efisien dalam biaya produksi adalah
pengusaha mengurangi biaya produksi dari biaya tenaga kerja, di samping
pengurangan untuk pesangon. Sedangkan risiko untuk pekerjaan berarti
sebagian risiko pekerjaan seperti keselamatan kerja, kesehatan kerja beralih
kepada pemberi jasa pekerja. Dan juga termasuk kesalahan kerja karena
pekerja di perusahaannya sendiri kurang profesional.

Dari tujuan outsourcing di atas, pada dasarnya ada beberapa tujuan
dari program outsourcing, antara lain:

1. Untuk mengembangkan kemitraan usaha. Dengan adanya kemitraan
diharapkan akan terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama

untuk daerah-daerah urban.**

3% | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, hlm. 79.

135 Urban adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama selain pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi kementrian,
kementrian sosial, dan kegiatan ekonomi. Lihat MalindoAndhi, “Pengertian Urban, Rural, Urban
Sprawl”, https://malindoandhi.wordpress.com/2011/04/25/pengertian-urban-rural-urban-sprawl-
dll/, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019, pukul 04.40.


https://malindoandhi.wordpress.com/2011/04/25/pengertian-urban-rural-urban-sprawl-dll/
https://malindoandhi.wordpress.com/2011/04/25/pengertian-urban-rural-urban-sprawl-dll/
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2. Untuk mendorong pendidikan dan alih teknologi dalam bidang industri
dan manajemen pengelolaan perusahaan. Dalam jangka panjang, mampu
untuk mengurangi pemusatan industri di daerah perkotaan menjadi lebih
merata ke daerah-daerah pelosok.**®

D. Jenis Outsourcing
Dari Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 maka jenis perusahaan
outsourcing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perusahaan pemborong pekerjaan

Yang dimaksud dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau
perusahaan penerima pemborongan pekerjaan menurut ketentuan Pasal 1
angka 2 Kepmenakertrans No. Kep. 220/MEN/X2004 adalah “perusahaan
dari perusahaan pemberi pekerjaan”.

Perusahaan pemborong pekerjaan adalah perusahaan yang
menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan
pemberi pekerjaan dengan berdasarkan kesepakatan pemborongan
pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Sumber hukum yang menjadi
landasannya adalah Pasal 64, dan 65 UU No. 13 Tahun 2003.*

Serta keberadaan dari perusahaan pemborong pekerjaan dapat
diketahui juga dari Pasal 2 ayat (1) Kepmenekertrans No. Kep.
220/MEN/X/2004, vyaitu: “Perusahaan pemberi pekerjaan dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan

penerima pemborongan pekerjaan”.

138 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 81.
71 Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 98
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Perusahaan pemborong pekerjaan harus berbentuk badan hukum,
sebagian ketentuannya dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003
dan terdapat juga dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans No. Kep.
220/MEN/X/2004, yaitu: “dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan akan
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
pemborong pekerjaan harus diserahkan kepada perusahaan yang berbadan
hukum”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perusahaan pemborong
pekerjaan yaitu perusahaan outsourcing.**®

Syarat badan hukum perusahaan pemborong pekerjaan yang
ditentukan dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, merupakan
condicio sinequanon, yaitu keharusan yang mutlak hukumnya untuk
dipatuhi dan jika dilanggar menyebabkan batal demi hukum atau muncul
konsekuensi hukum tertentu yang diatur dalam Undang-undang yang
bersangkutan. Atau jika ingin memberi pengecualian dalam hal-hal
tertentu maka diatur juga dalam Undang-undang yang bersangkutan atau
Undang-undang perubahan.

Status badan hukum perusahaan pemborong pekerjaan yang
diharuskan oleh Pasal 65 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, akan tetapi
dikecualikan oleh Pasal 3 ayat (2) Kepmenkertrans No. Kep.
220/MEN/X/2004, yaitu “terhadap perusahaan pemborong pekerjaan yang
bergerak dibidang jasa pengaduan barang, dan yang bergerak dibidang jasa

pemeliharaan dan perbaikan serta jasa konsultasi yang dalam

138 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 99.
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melaksanakan pekerjaan tersebut memperkerjakan pekerja/buruh kurang
dari 10 orang”.

Jika perusahaan pemborong pekerjaan yang berbadan hukum akan
menyerahkan lagi sebagian pekerjaan yang diterima dari perusahaan
pemberian pekerjaan maka penyerahan dapat dilakukan ke perusahaan
pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum.

Akan tetapi ada ketentuannya jika perusahaan yang bukan
berbadan hukum itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi
hak-hak pekerja dalam hubungan kerja maka perusahaan pemborong
pekerjaan yang berbadan hukum yang bertanggungjawab untuk memenuhi
kewajiban tersebut. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) dan
ayat (4) Kepmenakertrans No. Kep. 220/MEN/X/2004.

Dalam hal ini di satu daerah tidak terdapat perusahaan pemborong
pekerjaan berbadan hukum atau terdapat perusahaan pemborong pekerjaan
berbadan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan
sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, maka penyerahan
sebagian pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan pada perusahaan
pemborong pekerjaan yang bukan badan hukum sesuai ketentuan Pasal 4
ayat (1) Kepmenakertrans No. Kep. 220/MEN/X/2004. Dan perjanjian
tersebut harus dituangkan dalam perjanjian pemborong pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Kepmenakertrans No.

Kep. 220/MEN/X/2004.1*°

39| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 100.
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Pekerjaan yang diserahkan ke perusahaan pemborong pekerjaan
harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU
No. 13 Tahun 2003, yaitu:

1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama

2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi pekerjaan

3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan

4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Perubahan dan/atau penambahan dari syarat-syarat itu menurut
ketentuan Pasal 65 ayat (5) dapat dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan
keputusan menteri,**° yaitu:

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong

pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi

Syarat-syarat sebagai berikut:

1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen
maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan

2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan
tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan

3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan
kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan
pemberi pekerjaan

4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya
kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang
apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan,
proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana
biasanya.'*!

Nampaknya pengaturan dari syarat-syarat pekerjaan yang
diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan yang diatur dalam

Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans No. Kep. 220/MEN/X/2004 bukan

10| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 101.
! pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans No. Kep. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
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syarat-syarat tambahan, atau pembaharuan akan tetapi penjelasan atau
penegasan dari syarat-syarat yang ditentukan Pasal 65 ayat (2) UU No. 13
Tahun 2003.

Perusahaan outsourcing yang berbentuk badan hokum jenis
pemborong pekerjaan seperti Perseroan Terbatas (PT) Koperasi, dan
yayasan yang bergerak dibidang pemborong pekerjaan yang menerima
penyerahan sebagian pekerjaan yang diberikan perusahaan pemberi
pekerjaan. Dengan berbadan hukum maka akan menguatkan jaminan dari
perlindungan hukum bagi pekerjaan outsourcing.*?

. Perusahaan penyedia jasa pekerja

Menurut Pasal 1 angka 4 Kepmenakertrans No. Kep.
101/MEN/V1/2004 “perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan
hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh
untuk diperkerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan”.

Untuk menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja maka perusahaan
wajib mempunyai izin operasional dari instansi yang bertanggungjawab
dari bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai dengan domisili
perusahaan penyedia jasa tersebut. Hal ini diatur Pasal 2 ayat (1)
Kepmenakertrans No. Kep. 101/MEN/V1/2004.

Perusahaan penyedia jasa pekerja adalah perusahaan outsourcing
yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari

perusahaan pemberi pekerjaan dengan berdasarkan kesepakatan penyedia

12 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 101-102.
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jasa yang dibuat secara tertulis. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 64 dan
Pasal 66 ayat (2) di UU No. 13 Tahun 2003.#3

Status berbadan hukum dari perusahaan penyedia jasa pekerja
diatur dalam Pasal 66 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, yaitu: “Penyedia
jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memiliki izin dari instantsi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan”.

Landasan hukum perusahaan outsourcing tidak mempunyai
pengecualian untuk berbentuk badan hukum, seperti perusahaan
pemborongan pekerjaan. Hal ini maksudnya yaitu perusahaan penyedia
jasa pekerja sebagai perusahaan outsourcing yang tidak boleh dilakukan
oleh perusahaan yang tidak berbadan hokum, seperti Perseroan Terbatas
(PT) dan koperasi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Kepmenakertrans No.
Kep. 101/MEN/VI1/2004 vyang pada akhirnya untuk menjamin
perlindungan terhadap pekerjaan outsourcing agar ada kepastian hukum.**

Pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh
digunakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan karena dalam melakukan
kegiatan pokok atau proses produksi, sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1)
UU No. 13 Tahun 2003. Hal ini berarti pekerja outsourcing yang berasal
dari perusahaan penyedia jasa pekerja hanya dibolehkan mengerjakan
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung

dengan proses produksi.

%3 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 102.
**1 Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 103.
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Dalam penjelasan Pasal 66 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003

ditentukan bahwa kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak

berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu kegiatan yang

berhubungan di luar usaha pokok (core business) dari perusahaan

tersebut.

145

Perusahaan penyedia jasa pekerja untuk melaksanakan proses

produksi maka harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

a.

b.

Ada hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa
pekerja

Ada perjanjian kerja tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak
antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja
dengan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jika
memenuhi persyaratan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 dan/atau
Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Ada perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta
perselisihan yang muncul akan ditanggungjawabkan ke perusahaan
penyedia jasa pekerja

Ada perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan
perusahaan penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis yang
wajib memuat pasal-pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.'*®

145
146

I Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 103.
I Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 103-104.
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Apabila persyaratan a), b), d) di atas yang diatur dalam Pasal 66
ayat (2) angka 1), 2), dan 4) serta ketentuan persyaratan dalam Pasal 66
ayat (1) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka demi hukum status
hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja
beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi
pekerjaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun
2003.

Jenis dan bentuk perusahaan penyedia jasa pekerja khusus tentang
persyaratan badan hukum ditentukan dalam Pasal 66 ayat (3) UU No. 13
Tahun 2003, Adrian Sutedi sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Putu
Budiartha, berpandangan bahwa hanya PT dan koperasi yang berbadan
hukum dibidang ekonomi. Untuk mengamankan posisi perusahaan maka
pekerjaan diserahkan kepada koperasi pekerja yang telah berbadan hukum.

Ada dua cara untuk perusahaan mendapat perlindungan ganda dari
para pekerja, yaitu:

a. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada koperasi pekerja, para pekerja
mendukung cara yang dilakukan pengusaha sehingga perusahaan aman
melaksanakannya.

b. Menikmati kebijakan perusahaan dengan memperoleh kesejahteraan
melalui koperasi pekerja.'*’

perusahaan penyedia jasa pekerja yang merupakan jenis

perusahaan outsourcing yang harus berbentuk badan hukum yang diatur

7| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 104.
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dalam Pasal 64, 66 UU No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No.
Kep. 101/MEN/VI1/2004, adalah berbeda sekali dengan Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang sebagaimana diatur dalam Pasal
35, 36, 37 dan 38 UU No. 13 Tahun 2003.

Dalam Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) jika
tenaga kerja sudah ditempatkan maka hubungan kerja terjadi sepenuhnya
antara pekerja dengan perusahaan antara pemberi pekerjaan bukan antara
pekerja dengan LPTKS. Jadi LPTKS adalah perusahaan agen tenaga kerja
yang karakteristik dan pengaturan hukumnya berbeda dengan perusahaan
penyedia jasa pekerja sebagai perusahaan outsourcing.**

Perbedaan antara Perusahaan penyedia jasa pekerja dengan
perusahaan pemborong pekerja yang mendasar. Berikut perbedaan yang
mendasar dari perusahaan pemborong pekerjaan, yaitu:

a. Kegiatan dilakukan terpisah dari kegiatan utama, bisa dilakukan di
dalam maupun diluar perusahaan

b. Tidak perlu izin operasional dari Depnaker setempat

c. Dalam hal demi hukum status lembaga hukum beralih dari perusahaan
penerima pekerjaan kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Hubungan
kerja selanjutnya didasarkan pada PKWT maupun PKWTT sesuali

dengan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003.#°

148 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 104-105.
9| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 105.
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Sedangkan perbedaan yang mendasar dari perusahaan penyedia
jasa pekerja, yaitu:
a. Kegiatan yang dilakukan perusahaan pemberi kerja
b. Perlu izin operasional dari Depnaker setempat
¢. Hubungan kerja selanjutnya pasca peralihan status hubungan kerja dari
perusahaan pemberi pekerjaan tidak ada pengaturan baik secara PKWT
maupun PKWTT.**®
E. Risiko Outsourcing
Belakangan ini perusahaan sudah banyak yang menggunakan jasa
outsourcing, akan tetapi terdapat dampak negatif yang didapat dari jasa
tersebut, yaitu:

1. Tidak ada jenjang karir: sebagai karyawan harus menerima sistem kontrak
dari perusahaan, kondisi ini mempersulit karyawan untuk mendapatkan
posisi yang lebih tinggi dan bisa tidak mungkin mendapatkan posisi
tersebut. Dari kondisi ini yang menempatkan posisi karyawan outsourcing
hanya sebagai pekerja yang tidak memiliki jenjang karier.*>*

2. Masa kerja yang tidak jelas: sebagai karyawan outsourcing akan ada
peluang yang lebih besar untuk menjadi korban PHK. Karyawan kontrak
sangat rentan di PHK apalagi dengan kondisi perusahaan yang tidak stabil.
Dan perusahaan bisa juga memecat dan memutus masa kerja karyawan

kalau perusahaan bangkrut.

50| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 105.
51 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 115.
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Kesejahteraan tidak terjamin: dengan status kontrak biasanya kurang
diperhatikan kesejahteraannya seperti jumlah gaji yang tidak besar serta
tidak adanya tunjangan maka dapat akan mengurangi kesejahteraan
karyawan.

. Pendapatan yang terbatas: dengan penghasilan yang tidak terlalu besar dan
sangat terbatas setiap bulan maka membuat kehidupan karyawan kontrak
tidak bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Apalagi dengan kondisi
perusahaan yang tidak baik maka ancaman PHK semakin nyata dan
penghasilan pun bisa nihil.

. Potongan gaji yang tidak jelas: tidak adanya transparansi pemotongan gaji.
Pemotongan gaji yang rata-rata mencapai 30 % dari gaji yang akan
mempersulit kondisi para pekerja dengan status kontrak.'*?

Suntikan kas ternyata seret atau tidak diperoleh sama sekali, dikarenakan
perusahaan pemberi jasa mengalami kesulitan keuangan.

. Sumber daya mungkin harus ditransfer ke atau diperlukan oleh perusahaan
pemberi jasa maka akan tetap kekurangan sumber daya

. Karena berbagai tujuan atau keuntungan yang ingin dicapai tidak
sepenuhnya diperoleh maka fokus core business mungkin tidak dicapai
Karena perusahaan pemberi jasa mengalami kesulitan keuangan maka

dimungkinkan akan dapat dana kapital tambahan tidak dicapai.*>®

152 7aeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 115-116.
153 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 82.
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Tidak semua outsourcing berdampak negatif, berikut ini merupakan

dampak positif dari adanya outsourcing, yaitu:

1.

Memudahkan calon karyawan fresh graduate untuk mendapatkan
pekerjaan: pekerja tidak perlu susah payah memasukkan lamaran
pekerjaan karena perusahaan outsourcing yang akan menyalurkannya.
Adanya pelatihan dari perusahaan penyedia jasa karyawan outsourcing.'**
Memudahkan pencari kerja yang mempunyai keahlian khusus untuk
memilih perusahaan dan dapat menentukan gaji yang diinginkannya.
Sering pindah kerja, sehingga akan menambah relasi dan banyak
pengalaman.

Lebih mampu mengekspresikan bakat pada spesialis kerja tertentu:
memberi peluang untuk lebih serius mendalami skill tertentu. Dengan
mendalami spesialis tertentu maka bakat akan semakin terarah.*
Memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan diri: lebih
memberikan ruang kebebasan untuk mengembangkan diri secara lebih
fleksibel tanpa harus terikat status kerja tetap.

Memberi ruang untuk bisa melakukan kegiatan usaha yang lain: pegawai
outsourcing dipilih bisa untuk mengumpulkan modal dalam merancang
bisnis usaha sendiri. Pekerjaan outsourcing menjadi batu loncatan untuk
merencanakan sistem perekonomian pribadi dan juga memberi ruang

kebebasan untuk melakukan banyak hal setelah masa kontrak selesai.**®

154 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 116.
155 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 116-117.
156 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 117.
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Dari segi ekonomi, sistem outsourcing ini juga membawa dampak
yang negatif, antara lain:

1. Tidak tercapai tujuan outsourcing karena tidak ada efisiensi dan penurunan
dari produktivitas

2. Tidak mendapat tenaga yang kompeten karena seleksi pekerja outsourcing
dilakukan dengan cara yang tidak selektif dan kurang terlatih

3. Tidak adanya transfer teknologi dikarenakan sarana dan prasarana pekerja
dari perusahaan outsourcing tidak canggih serta kurang memadai

4. Tidak bisa untuk mendorong perkembangan ekonomi secara nasional,
disebabkan adanya masalah ketenagakerjaan dan perusahaan yang kurang
kompetitif dan produktivitas.'>

Risiko hukum dari pelaksanaan outsourcing dilihat dari hukum
ketenagakerjaan dari segi pengusaha/perusahaan, risiko pelaksanaan
outsourcing dapat terjadi, antara lain:

1. Peralihan status pekerjaan outsourcing berubah menjadi pekerja tetap pada
perusahaan outsourcing. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan
outsourcing telah mempekerjakan pekerja outsourcing lebih dari tiga
tahun secara berturut-turut tanpa pernah ada diselingi jeda, sebagaimana
diatur dalam Pasal 59 ayat (4), (5) dan (6) UU No. 13 Tahun 2003 dan
Pasal 15 Kepmenakertrans No. Kep. 100/MEN/V1/2004 seperti perjanjian

kerja tidak berbahasa Indonesia tidak melewati tenggang waktu 30 hari.

57| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 83.
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2. Peralihan status pekerja outsourcing demi hukum menjadi pekerja tetap
pada perusahaan pemberi Kkerja, apabila melakukan pekerjaan inti pada
perusahaan pemberi kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2)
yang dipertegas oleh Pasal 65 ayat (4) dan (8) UU No. 13 Tahun 2003.
Dalam hal ini, hak-hak dari pekerja harus dipulihkan dan disamakan
dengan pekerja tetap yang termasuk dalam hal jangka waktu kerja.

3. Peralihan hubungan kerja dari perusahaan outsourcing kepada perusahaan
pemberi kerja dalam hal, yaitu:

a. Perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak berbadan hukum dan
tidak memiliki izin untuk operasional dari instansi yang berwenang,
diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.

b. Perusahaan pemborongan pekerja yang tidak berstatus badan hukum

diatur dalam Pasal 65 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003.*%®

158

I Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 84.



BAB IV
METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM

TENTANG OUTSOURCING

A. Konsep dan Praktek Perjanjian Kerja Outsourcing
Pasal 1 angka 14 UU No. Tahun 2003, menjelaskan bahwa “perjanjian
kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.™® Dan
pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.**

Dengan berdasar pada ketentuan tersebut, maka perjanjian kerja yang
menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur yaitu pekerjaan, upah, dan
perintah. Perjanjian kerja memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Ada orang di bawah pimpinan (perintah) orang lain
Ada unsur perintah yang munculnya pemimpin untuk orang lain.
Unsur perintah ini, memegang peranan yang penting karena tanpa adanya
unsur perintah maka hal ini bukan suatu perjanjian kerja. Adanya
pemimpin sebagai orang yg memerintah maka ada juga orang yang
diperintah, kedudukan antara kedua belah pihak itu tidak sama. Orang

yang memerintah kedudukannya lebih tinggi dari pada orang yang

diperintah kedudukannya lebih rendah. Tetapi dari hubungan antara

159 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 70.
180 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 118.
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mereka disebut dengan hubungan subordinasi tetapi ada yang menyebut
hubungan kedinasan.

Oleh karena itu, kalau kedudukan kedua belah pihak tidak sama
maka di dalamnya terdapat perjanjian kerja. Tetapi sebaliknya, jika
kedudukan kedua belah pihak sama maka tidak ada perjanjian kerja
melainkan itu perjanjian yang lain.

Adanya penunaian pekerjaan (melakukan pekerjaan)

Maksud dari melakukan pekerjaan berarti adanya sewa tenaga
kerja atau penunaian kerja. Sewa tenaga kerja yang dimaksud dalam kerja
adalah tenaga manusia sehingga upah sebagai kontrak prestasi
dipandang dari sudut ekonomis.*®*

Adanya upah

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun
2003, yaitu:

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau

akan dilakukan.

Di samping tiga unsur tersebut, untuk adanya perjanjian kerja harus

memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, yaitu:

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakuan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

161 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum, him. 118-119.
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan
ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b tersebut maka mempunyai
konsekuensi hukum untuk dapat dibatalkan.

Sedangkan perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan dalam
Pasal 52 ayat (1) huruf ¢ dan d, maka konsekuensi hukumnya adalah
perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal
52 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Ketentuan dalam Pasal 52
UU No. 13 Tahun 2003 tersebut merupakan dasar dari pembuatan perjanjian
kerja dan nampaknya telah sesuai dengan syarat-syarat yang sahnya dari
perjanjian pada umumnya, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,'®?
yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.'®®

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja yang dibuat dengan
berdasar persyaratan sahnya perjanjian kerja yang sesuai dengan Pasal 52 ayat

(1) UU No. 13 Tahun 2003 maka perjanjian kerja itu dapat dikatakan telah

memenuhi syarat-syarat material dari suatu perjanjian.

162

Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata tentang Syarat-Syarat yang diperlukan untuk Sahnya
suatu Perjanjian.

163 pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat-Syarat yang diperlukan untuk Sahnya suatu
Perjanjian.
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Dalam hal diadakannya perjanjian kerja secara tertulis maka perjanjian

kerja harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu:

a. Menyebutkan pekerjaan yang diperjanjikan;

b. Menyebutkan waktu berlakunya perjanjian kerja;

c. Menyebutkan upah pekerja yang berupa uang diberikan tiap bulan;

d. Saat istirahat bagi pekerja, yang dilakukan di dalam dan di luar indonesia
serta selama istirahat itu;

e. Bagian upah lainnya yang berisi perjanjian menjadi hak pekerja.*®*

Untuk perjanjian kerja antara perusahaan pemborong pekerjaan dengan
pekerja, maupun antara perusahaan penyedia jasa pekerja dan pekerja
dipersyaratkan dibuat secara tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6)
dan (7), Pasal 66 ayat (2) huruf (b) UU No. 13 Tahun 2003.

Apabila tidak terpenuhi syarat perjanjian kerja secara tertulis maka
menyebabkan demi hukum status hubungan Kkerja antar pekerja dan
perusahaan penyedia jasa atau antara pekerja dan perusahaan pemborong
pekerjaan akan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan
perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 ayat (8) dan
Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.

Perjanjian kerja outsourcing adalah perjanjian kerja yang dibuat secara
tertulis untuk mengatur berlansungnya hubungan kerja antara pekerja dengan
perusahaan outsourcing atau perusahaan penyedia jasa pekerja untuk

melakukan sebagian pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan pemberi

184 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 120.
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pekerjaan. Perjanjian kerja outsourcing harus memenuhi persyaratan-
persyaratan secara materiil maupun formal supaya dapat menimbulkan
hubungan kerja outsourcing.*®

Pada umumnya isi dari perjanjian outsourcing ditentukan oleh salah
satu pihak yaitu dari pihak pengusaha sedangkan pekerja yang hanya memiliki
kedudukan yang lebih lemah hanya tinggal menyetujui atau tidak menyetujui
dari isi kontrak tersebut. Oleh karena itu mengikatnya suatu perjanjian kerja
outsourcing setelah memenuhi beberapa ini, yaitu:

1. Sepakat antara pekerja dengan perusahaan;

2. Dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

3. Didaftarkan pada instansi tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota
tempat perusahaan tersebut.

Daya ikat dari perjanjian kerja outsourcing tersebut berlaku terhadap
pekerja outsourcing status PKWTT maupun pekerja outsourcing status PKWT
yang memenuhi syarat Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.1%

Perjanjian dalam outsourcing tidak semata-mata hanya mendasarkan
pada asas kebebasan dalam berkontrak yang sesuai dengan Pasal 1338 KUH
Perdata akan tetapi harus memenuhi ketentuan tentang ketenagakerjaan, yaitu
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam penyediaan jasa pekerja, ada dua tahapan perjanjian yang

dilalui yaitu:

1% | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 121-122.
1% | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 133.
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1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan

penyedia pekerja.

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada

perusahaan lain dengan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau

dengan perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain, harus memenubhi

syarat-syarat, sebagai berikut:

a

b.

Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama perusahaan

Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi
pekerjaan

Merupakakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
Tidak menghambat proses produksi secara langsung

Dalam hal penempatan pekerja maka perusahaan pengguna jasa
pekerja akan membayar sejumlah dana pada perusahaan penyedia

pekerja.’®’

2. Perjanjian perusahaan penyedia pekerja dengan karyawan

Penyediaan jasa pekerja untuk kegiatan penunjang perusahaan

hatus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

a.

Ada hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa
pekerja
Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja yaitu perjanjian

kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau

187 Bernat Panjaitan, “Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja pada
Perusahaan (Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan)” (Jurnal limiah Advokasi, Vol. 1V, no. 1, Maret 2016), him. 19.
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perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis
dan ditandatangani oleh kedua pihak

c. Perlindungan usaha dan kesejahteraan, dengan syarat-syarat Kkerja
maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja.*®®

Kalau karyawan sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan
namun pekerja tetap berstatus sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja.
Dalam pemenuhan hak-hak karyawan seperti perlindungan upah dan
kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul tetap maka itu
ditanggungjawab oleh perusahaan penyedia jasa pekerja. Dan perjanjian kerja
antara karyawan dengan perusahaan outsourcing bisa berupa PKWT ataupun
PKWTT.

Perjanjian antara karyawan outsourcing dengan perusahaan
outsourcing seringnya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara
perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Jika
perusahaan pengguna jasa outsourcing akan mengakhiri kerjasamanya dengan
perusahaan outsourcing maka saat waktu itu juga yang bersamaan berakhir
pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan outsource tersebut.*®

Bentuk perjanjian kerja yang lazim untuk digunakan dalam
outsourcing yaitu PKWT karena bentuk perjanjian kerja ini cukup fleksibel
untuk perusahaan pengguna jasa outsourcing dan memiliki ruang lingkup

pekerjaannya yang berubah-ubah, sesuai dengan perkembangan perusahaan.

1% Bernat Panjaitan, “Outsourcing”, him. 19-20.
1%9 Bernat Panjaitan, “Outsourcing”, him. 20.
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Karyawan outsourcing walaupun secara organisasi berada di bawah
perusahaan outsourcing akan tetapi saat rekruitment, karyawan outsourcing
harus memiliki persetujuan dari perusahaan pengguna outsourcing. Apabila
perjanjian Kkerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan
pengguna jasa outsourcing telah berakhir maka berakhir pula perjanjian kerja
antara perusahaan outsourcing dengan karyawan tersebut.*"

Ketika membuat perjanjian pemborongan pekerjaan maka perlu
diperhatikan syarat-syarat dari pelaksanaan outsourcing, yaitu:

1. Berbadan hukum
2. Syarat perizinan
3. Perlindungan kerja.

Perlindungan kerja terhadap tenaga kerja adalah sesuatu yang mutlak
dalam  pemborongan  pekerjaan, sebagaimana  dimaksud  dalam
Kepmenakertrans Rl No. Kep. 101/MEN/V1/2004 tentang Tata Cara Perizinan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.!™

Menurut ketentuan tersebut setiap pekerjaan yang diperoleh
perusahaan dari perusahaan lainnya maka kedua belah pihaknya harus
membuat perjanjian secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya, yaitu:

1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dari perusahaan jasa
2. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud

angka 1, hubungan kerja yang terjadi, antara perusahaan penyedia jasa

dengan pekerja yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa maka

170 Bernat Panjaitan, “Outsourcing”, him. 20.
L Siti Kunarti, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) dalam Hukum
Ketenagakerjaan” (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. IX, no. 1, Januari 2009), him. 72.
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perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja dan perselisihan
yang muncul maka akan menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia
jasa pekerja

3. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja untuk bersedia
menerima pekerja diperusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya untuk
jenis-jenis pekerja yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja
dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja.

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, peraturan perundang-
undangan dengan tegas telah memberikan adanya jaminan atas perlindungan
untuk hak-hak pekerja oleh perusahaan yang ditegaskan dalam Pasal 6 UU
No. 13 Tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang
sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha.

Menurut Gunarto Suhardi sebagaimana dikutip oleh Siti Kunarti, untuk
melindungi pekerja dengan waktu tertentu adalah ketentuan yang sangat
penting untuk mempersamakan perlakuan dengan pekerja yang tetap. Untuk
pekerja outsourcing pernyataan tersebut dibuat tidak berarti apabila pekerja
mengetahui tentang hak-hak dasar dari pekerja seperti yang ada dalam Pasal 6
UU No. 13 Tahun 2003.'"

Dalam Pasal 5 Kepmenaketrans No. Kep. 220/MEN/X/2004 tentang
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
menentukan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memuat

ketentuan yang menjamin untuk terpenuhinya hak-hak pekerja dalam

172 Siti Kunarti, “Perjanjian”, hlm. 72-73.
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hubungan Kkerja sebagaimana juga diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksud untuk diketahui oleh

pekerja demi melindungi haknya sebagai pekerja.
Berdasarkan hal tersebut, secara teoritis dikenal ada tiga jenis
perlindungan kerja, yaitu :

1. Perlindungan sosial, adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan untuk memungkinkan pekerja mengembangkan
perikehidupan dan secara khusus sebagai anggota masyarakat serta
anggota keluarga. Perlindungan seperti ini disebut dengan kesehatan kerja.

2. Perlindungan teknis, adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha
untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang muncul karena alat-
alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan seperti ini sering
disebut dengan keselamatan kerja.

3. Perlindungan ekonomis, adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha
untuk memberi kepada pekerja yaitu penghasilan yang cukup untuk
memenuhi keperluan hidup baginya dan keluarganya serta pekerja tidak
mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan seperti
ini disebut dengan jaminan sosial.*"

Hubungan kerja yang terjadi karena ada perjanjian kerja outsourcing,

maka akan membawa kepada konsekuensi yuridis untuk kedua belah pihak

173 Siti Kunarti, “Perjanjian”, hlm. 73.
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yang melaksanakan perjanjian, berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari
pekerja dan pengusaha.'’™
Ada beberapa hak dan kewajiban dari pekerja buruh dan pengusaha
yang meliputi:
1. Hak dan kewajiban pekerja
Hak pekerja yang harus diberikan dalam pelaksanaan hubungan
kerja antara lain:
a. Menerima upah;
b. Cuti tahunan dan sakit;
c. Mendapatkan upah walaupun tidak bekerja;
d. Mendapatkan tambahan upah;
e. Memperoleh jaminan sosial;
f.  Mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja;
g. Mendapatkan perlindungan atas kekayaan;
h. Menerima tunjangan hari raya keagamaan;
i. Membentuk serikat pekerja;
j. Kebebasan menyatakan pendapat;
k. Mengajukan tuntutan dalam perselisihan hubungan industrial;
l.  Mogok kerja.}"™
Sedangkan kewajiban-kewajiban pekerja dalam melaksanakan
hubungan kerja meliputi:

a. Melaksanakan pekerjaan dengan baik;

7% | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 134.
15| Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 134-135.
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b. Kepatuhan kepada aturan perusahaan;
c. Menciptakan ketenangan kerja.
2. Hak dan kewajiban pengusaha
Dalam hubungan kerja pengusaha mempunyai hak-hak terhadap
pekerjanya, antara lain:
a. Mendapatkan hasil produksi yang lebih baik;
b. Memberikan perintah yang layak untuk dikerjakan;
c. Menempatkan dan memindahkan pekerja untuk diposisikan ketempat
yang diinginkannya;
d. Menolak tuntutan dari pekerja ;
e. Melakukan PHK.
Sedangkan  kewajiban-kewajiban  dari  pengusaha  dalam
melaksanakan hubungan kerja, antara lain:
a. Wajib lapor ketenagakerjaan;
b. Menyediakan pekerjaan;
c. Memberikan upah yang layak;
d. Meningkatkan kesejahteraan untuk pekerja;
e. Melaporkan kejadian kecelakaan kerja; dan

f.  Memberikan uang pesangon yang layak.'"

178 | Nyoman Putu Budiartha, Hukum, him. 135.
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B. Analisis Metode Istinbat Hukum Islam tentang Outsourcing

Status hukum dari ketenagakerjaan mengenai sistem perjanjian kerja
outsourcing, akan dianalisis menggunakan metode istinbat hukum dari sisi
akad jjarah dan sadd az-zari’ah karena ada asumsi bahwa dalam penerapannya

outsourcing menimbulkan masalah keadilan dalam perjanjian.

1. Perjanjian Outsourcing Perspektif Jjarah

Menurut fatwa DSN-MUI, “jjarah adalah akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri”.}"’

Dasar hukum hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam akad

ijarah terdapat dalam al-Qur’an, surah az-Zukhruf (43): 32:

G G sad o ddiand 4 Wed 52 ap oy Spds o

/

e w)jufwmwww)umuyw

O3a%
Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih
baik dari apa yang mereka kumpulkan.’

Jadi saat manusia membutuhkan sesuatu yang kepemilikannya
berada di orang lain. Oleh karena itu, orang tersebut akan menggunakan

sesuatu yang ia miliki untuk dijadikan sebagai imbalan, dengan cara

7 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Jjarah.
7% Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, al-Quran, him. 1097.
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melakukan transaksi, salah satunya transaksi itu dengan menggunakan

akad sewa menyewa (jjarah).*"

Rukun dapat diartikan sebagai landasan atas terwujudnya
perjanjian, apabila rukun tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal.
Akan tetapi jika perjanjian tetap berlangsung maka akan berdampak pada
kedua belah pihak yang terlibat.

Menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dari akad ijarah,
yaitu:

a. Sigatal-‘agd (ijab dan gabul)

b. Al-‘aqid (kedua orang yang bertransaksi)

c. Al-ujrah (upah/sewa)

d. Al-manafi‘(manfaat sewa).

Dalam melakukan akad Jjjarah terdapat persyaratannya,
sebagaimana syarat yang ada dalam jual beli, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad: adanya dua orang yang melakukan akad, dalam
hal oranng yang melakukan yang menyewakan (mu jir) dan orang
yang menyewa (musta jir). Adapun syarat dari kedua belah pihak yaitu
mumayyiz dan berakal.

b. Syarat pelaksanaan: agar akad ijarah terlaksana maka barang harus
dimiliki atau ia harus memiliki kekuatan penuh untuk akad.

c. Syarat sah akad: keabsahan dari akad 7jarah sangat berkaitan dengan

orang yang akad, barang menjadi objek akad, upah dan zat akad.

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar, him. 154.
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d. Syarat upah: menyewa dengan upah yang bernilai dan diketahui, serta
upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.
e. Syarat mengikat akad: akad sewa dinyatakan sah dengan ijab gabul.*®

Dengan mencermati rukun dan syarat yang ada dalam akad ijarah.
Kerja sama yang dilakukan dalam perjanjian outsourcing antara pekerja
dan perusahaan outsourcing tersebut bisa dikatakan memenuhi semua
ketentuan dari rukun akad 7jarah.

Dalam perjanjian tersebut telah terjadi ijab dan qobul diantara
kedua belah pihak, dimana pekerja berlaku sebagai mu jir dan penyedia
jasa berlaku sebagai musta’jir. Namun dalam kenyataannya pihak
penyedia jasa mempekerjakan pekerja kepada pihak ketiga (pengguna jasa
outsourcing), sehingga penyedia jasa mempunyai status ganda, Yyaitu
sebagai musta jir dan mu jir.

Sedangkan dalam hal upah, juga telah diberikan imbalan berupa
uang atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dan dari segi
kemanfaatan, juga telah terpenuhi karena manfaat yang ada dalam
perjanjian tersebut yaitu pemanfaatan jasa.

Akan tetapi secara Syarat ijarah, perjanjian outsourcing tidak
memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan. Beberapa persyaratan yang

tidak terpenuhi, yaitu:

180 \Wahbah az-Zuhaili, Figh, V: 389-406.
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a. Syarat terjadinya akad: telah terpenuhi dari adanya kedua belah pihak,
yang karyawan berlaku sebagai mu jir dan penyedia jasa sebagai
musta jir.

b. Syarat pelaksanaan: penyedia jasa memiliki kekuasaan atau hak milik
atas pekerjanya.

c. Syarat sah ijarah. ada keridhaan dari kedua belah pihak dan
mengetahui dengan jelas objeknya.

d. Syarat upah: ada perusahaan yang memberikan upah tidak bernilai dan
upah tersebut tidak diketahui dengan jelas.

e. Syarat mengikat akad: tidak terhalangnya pemanfaatan dan tidak
terdapat alasan yang dapat membatalkan akad.

. Outsourcing Perspektif Sadd az-Zari’ah

Melihat kenyataan yang ada, sistem outsourcing memenuhi nilai

positif dan negatif, yaitu:

Outsourcing (+)

Outsourcing (-)

1. Perjanjian dibuat secara tertulis

dan ditandatangani kedua belah
pihak

. Perusahaan outsourcing telah
berbadan hukum dan memiliki

izin  dari  instansi  yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan

. Pekerja tidak boleh

melaksanakan kegiatan pokok

. Adanya perlindungan upah dan
kesejahteraan

. Perselisihan yang
menjadi tanggung
perusahaan outsourcing
. Hak dan kewajiban
dilaksanakan kedua belah pihak

timbul
jawab

. Hak dan

. Perjanjian dibuat tidak tertulis

dan tidak ditandatangani kedua
belah pihak

. Perusahaan outsourcing tidak

berbadan hukum dan tidak
memiliki izin dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan

. Pekerja melaksanakan kegiatan

pokok

. Tidak ada perlindungan upah

dan kesejahteraan

. Tidak ada mekanisme untuk

penyelesaian sengketa

kewajiban
dilaksanakan kedua belah pihak
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7. Menjamin terpenuhinya
perlindungan kerja dan syarat-
syarat kerja bagi pekerja

8. Mempunyai tenaga kerja yang
kompetensi di bidangnya

9. Ada hubungan kerja antara
perusahaan outsourcing dengan
pekerjanya

7. Tidak menjamin perlindungan
kerja dan syarat-syarat kerja
bagi pekerja

8. Tidak mempunyai tenaga kerja
yang kompetensi di bidangnya

9. Tidak ada hubungan kerja
antara perusahaan outsourcing
dengan pekerjanya

Adapun dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi
perusahaan dan pekerja, yaitu:

a. Dampak untuk pekerja

Madarat (kerugian)

Maslahah (keuntungan)

1. Kesenjangan mengenai upah

2.Kurang  kesejahteraan
keselamatan yang layak

3. Ketidakpastian
status  ketenagakerjaan
ancaman PHK

4. Perbedaan perlakuan
karyawan internal
karyawan outsource

seringkali tidak terarah
6. Eksploitasi karyawan
7. Tidak ada

penyelesaian sengketa

dan

mengenai
dan

antara
dengan

5.Career path di outsourcing

mekanisme

1. Menambah lapangan pekerjaan

2. Hak-hak pekerja terpenuhi atau
diperhatikan dengan baik

3. Pelatihan dari perusahaan yang
meningkatkan soft skill

4. Upah vyang diterima sesuali
dengan standar pemerintah

5. Bekerja sesuai kemampuan
yang dimiliki

6. Ada upaya perlindungan dan
jaminan

7. Sering pindah kerja sehingga
banyak pengalaman

Dampak untuk perusahaan

keamanan data tetap terjaga

perusahaan outsourcing

rekrutmen

3. Bila jenis pekerjaan yang di

outsource bersifat rahasia
maka rentan bocor
4. Ketergantungan pada

5. Apabila kontrak kerja tidak
panjang maka butuh waktu
untuk peralihan tugas dan

Madarat (kerugian) Maslahah (keuntungan)
1. Perizinan yang berbelit-belit  [1. Meningkatkan efisiensi
2. Butuh sistem tertentu supaya | perusahaan

2. Menghemat anggaran untuk
pelatihan

3. Biaya investasi  berubah
menjadi biaya belanja
4. Tidak dipusingkan oleh turn

over tenaga kerja

5. Perusahaan dapat
memperkerjakan sumber daya
manusia (SDM) yang
kompeten
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6. Kualitas jasa harus selalu |6. Mekanisme kontrol menjadi

dimonitor lebih baik di kedua belah
7. Harapan penghematan biaya | pihak

yang tidak terwujud 7. Sarana untuk mengembangkan
8. Waktu yang dibutuhkan untuk | keterampilan dan kompetensi

mengelola kontrak pekerja

kemungkinan bisa lebih mahal 8. Pemasukan kas
9. Pemanfaatan tenaga ahli

Jika dalam prakteknya outsourcing terdapat kerugian dan manfaat,

maka hal ini dapat dikaitkan dengan kaidah figh yang berlaku, yaitu:

sl s I 23 il 43

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih
kebaikan (masl/ahah).

Dari kaidah tersebut, menerangkan kalau ada benturan antara

menghilangkan suatu madarat dengan sesuatu yang membawa kepada

maslahah, maka harus didahulukan untuk menghilangkan madarat-nya.*®*

s I a5 9 ez )
Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram
mengalahkan yang halal.

Dari kaidah tersebut, menerangkan jika terdapat unsur mafsadah
yang harus dihindari dan terdapat keyakinan dalam perkara atau perbuatan
yang akan mendatangkan kepada kerusakan.*®

Pada dasarnya outsourcing itu boleh, dengan berdasarkan prinsip-
prinsip hukum Islam vyang dijadikan sebagai pedoman dalam

melaksanakan aktivitas muamalah. Pedoman tersebut menurut Ahmad

Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Darwis Anatami, yaitu:

181 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah, him. 11.
'®2 Hifdhotul Munawaroh, “Sadd”, him. 69.
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a. Semua bentuk muamalah awalnya adalah mubah, kecuali yang
ditentukan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul

b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa adanya unsur paksaan

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan
manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, serta
menghindarkan dari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan
kesempatan dalam kesempitan.'®®

Imam asy-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen,

mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, Zari ah terbagi

menjadi empat macam, yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara
pasti

b. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang membawa
kepada kemafsadatan

c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau kemungkinan besar
membawa kepada kemafsadatan

d. Perbuatan itu yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung
kemaslahatan, tetapi ada kemungkinan perbuatan itu membawa kepada

kemafsadatan.'®

183 Darwis Anatami, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-
Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam” (Jurnal al-‘Adalah, Vol. XIll, no. 2,
Desember 2016), him. 209.

184 Nasrun Haroen, Ushul, I: 162-163.
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Kalau perjanjian outsourcing menimbulkan hal yang positif maka
maslahah. Ukuran maslahah dari perspektif hukum Islam dan ketentuan
peraturan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengenai tenaga
kerja outsourcing. Apabila memenuhi unsur Undang-Undang tentang
Ketenagakerjaan tersebut, maka boleh tapi kalau tidak memenuhi unsur
maslahah, artinya menimbulkan mafsadat dan tidak memenuhi ketentuan
Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengenai outsourcing maka
menjadi haram.

Dan apabila dalam perjanjian outsourcing hanya menguntungkan
atau merugikan salah satu pihak maka status hukum perjanjian yaitu
haram. Akan tetapi jika dalam perjanjian tersebut, pekerja dan perusahaan
outsourcing mendapatkan kerugian maka status hukum dari perjanjian

tersebut yaitu mubah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah menganalisis mengenai metode istinbat hukum Islam tentang
outsourcing maka peneliti mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Perjanjian kerja outsourcing merupakan perjanjian kerja yang dibuat
secara tertulis untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan
perusahaan outsourcing atau perusahaan penyedia jasa pekerja, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan
pemberi pekerjaan untuk melakukan sebagian pekerjaan yang diserahkan
oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Perjanjian outsourcing diatur dalam
Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI.

2. Analisis metode istinbat hukum Islam tentang outsourcing
a. Outsourcing perspektif akad 7jarah: dalam perjanjian outsourcing

antara pekerja dan perusahaan outsourcing, semua rukun ijarah
terpenuhi. Akan tetapi Syarat 7jarah, terdapat perjanjian outsourcing
yang tidak terpenuhi seluruhnya maka akadnya tidak sah.

b. Outsourcing perspektif sadd az-zari’ah. Kalau perjanjian outsourcing
menimbulkan hal yang positif maka mas/ahah. Ukuran masiahah dari
perspektif hukum Islam dan ketentuan peraturan Undang-Undang
tentang Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja outsourcing. Apabila

memenuhi unsur Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tersebut,
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maka boleh tapi kalau tidak memenuhi unsur maslahah, artinya
menimbulkan mafSadat dan tidak memenuhi ketentuan Undang-
Undang tentang Ketenagakerjaan mengenai outsourcing maka menjadi
haram. Dan apabila dalam perjanjian outsourcing hanya
menguntungkan atau merugikan salah satu pihak maka status hukum
perjanjian yaitu haram. Akan tetapi jika dalam perjanjian tersebut,
pekerja dan perusahaan outsourcing mendapatkan kerugian maka

status hukum dari perjanjian tersebut yaitu mubah.

Dalam sistem tenaga kerja outsourcing ini terdapat beberapa pihak

yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Pekerja

Untuk memahami hukum ketenagakerjaan mengenai hak dan

kewajiban dari tenaga kerja supaya tidak dirugikan oleh pengusaha.

2. Pengusaha

a.

Melakukan kerjasama dalam evaluasi dan pelatihan terhadap pekerja
untuk mengarah kepada jenjang karir yang lebih baik dengan
memperbaiki mengenai isi perjanjian kerja tentang kesejahteraan yang
saling menguntungkan para pihak yang terkait dengan sistem
outsourcing.

Untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah ada pada Undang-

Undang tentang Ketenagakerjaan.
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